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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks negara hukum (rechtsstaat), Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen
Ketiga menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Maka,
kewenangan dan kekuasaan penyelenggara negara diatur dan dibatasi oleh Undang-
Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain, dalam artian
tindakan administratif pemerintah harus berdasarkan hukum.

Suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan
empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah
diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi dan segala kehidupan, baik
kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat
harus didasarkan kepada hukum. Artinya, segala tindakan harus didasarkan atas
peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-
undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan
yang dilakukan.! Dengan demikian, konsep Negara Hukum pada intinya adalah
suatu konsep/asas-asas tentang pengaturan terhadap pembatasan-pembatasan
terhadap Penyelenggara Negara dalam melakukan pengaturan terhadap

warganegaranya. Pembatasan-pembatasan tersebut dituangkan dalam bentuk

! Rachmat Trijono, Dasar-Dasar 1lmu Pengetabuan Perundang-Undangan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, him. 45.



tertulis yang dalam ranah hukum pidana dikenal dengan Asas Legalitas. Asas
Legalitas memiliki dua aspek pemaknaan yaitu (a) sebagai pembatasan terhadap
kekuasaan pejabat negara dan (b) sekaligus merupakan dasar hukum baginya untuk
menyelenggarakan fungsi kenegaraannya.

Secara garis besar, fungsi kenegaraan terdiri atas 2 (dua) jenis fungsi negara
yaitu fungsi menentukan kebijaksanaan negara dan fungsi melaksanakan
kebijaksanaan yang telah ditentukan. Kebijaksanaan negara yang telah
dipilin/ditentukan dan dirumuskan dalam produk hukum, dalam pelaksanaannya
kita dihadapkan dengan lembaga-lembaga pembentuk perundang-undangan yang
berlaku sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadakan pembatasan-
pembatasan tersebut.?

Pada perkembangan lebih lanjut konsep negara hukum yang memunculkan
konsep welfare state (welvare staats/negara hukum kesejahteraan) negara dituntut
untuk memperluas tanggung jawabnya meliputi masalah-masalah sosial ekonomi
yang dihadapi rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat
banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara
intervensionis pada abad XX. Bahkan Negara perlu dan harus melakukan
intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya
kesejahteraan bersama dalam masyarakat.> Dalam mencapai tujuan negara sebagai

tujuan akhir dari fungsi penyelenggaraan negara, kekuasaan dan kewenangan

2 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta:, 1986, hlm. 37.
3 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubaban UUD 1945, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 7.



negara menjadi meluas khususnya dalam banyak kepentingan yang dahulu
diselenggarakan orang partikelir (swasta), sekarang diselenggarakan pemerintah
karena kepentingan-kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Tugas
pemerintah dalam negara kesejahteraan  oleh Lemaire disebut sebagai
“bestuurszorg” yaitu tugas dan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum.
Bestuurszorg meliputi segala lapangan kemasyarakatan yang membuat pemerintah
turut serta secara aktif dalam pergaulan manusia. Bestuurszorg menjadi tugas
pemerintah “welfare state” sehingga suatu negara hukum modern yang
memperhatikan kepentingan seluruh rakyat dan yang telah meninggalkan azas
staatsonthounding. Dapat dikatakan, adanya bestuurszorg tersebut menjadi suatu
tanda yang menyatakan adanya suatu welfare state.*

Berkaitan dengan kegiatan kenegaraan tersebut, nampak jelas kebutuhan
atas pengorganisasian bidang-bidang pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
fungsi penyelenggaraan negara yang dalam praktek keseharian membutuhkan
sistem pengorganisasian yang besar, dikarenakan bersinggungan langsung dengan
kebutuhan masyarakat luas. Dalam mencapai tujuan kehidupan bernegara, harus
melibatkan bidang administrasi negara di dalam melaksanakan tugas-tugas servis
publiknya yang sangat kompleks, ruang lingkup yang luas, dan memasuki semua

sektor kehidupan. Bidang administrasi negara memiliki keleluasaan dalam

* E. Utrecht, Pengantar Hukun Adpinistrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1962, hlm. hlm. 23.



menentukan kebijakan-kebijakan walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah
dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.®

Pertanggungjawaban tersebut, hendaknya disadari sebagai satu kesatuan
dengan pembentukan mekanisme perundang-undangan sebagai kelanjutan dari
hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, menyelidiki pasal-pasalnya, bagaimana
penerapannya, suasana kebatinannya, perumusan teks perundang-undangan,
suasana terciptanya teks perundang-undangan tersebut, keterangan-keterangan
berkaitan proses pembentukannya, dimana kesemuanya berkaitan dengan
pengaturan yang terdapat di dalam konstitusi mengenai organisasi kenegaraan.
Dalam bidang ini, perlu dicatat beberapa tahap pelaksanaan ketentuan-ketentuan
mengenai organisasi negara yang dipengaruhi oleh keadaan dan waktu.® Artinya,
negara tidak hanya sekedar melakukan tindakan legislasi yang kemudian
dibebankan kepada lembaga atau organisasi negara yang diamanahkan untuk
melaksanakan perundang-undangan tersebut, namun pula adanya ketaatan dan
kepatuhan lembaga atau organisasi negara tersebut terhadap filosofis-sosiologis
yang menjadi landasan pembentukkannya.

Ide dasar dari konsep welfare state ini, bertitik tolak dari bagaimana negara
melalui orgaan nya bertindak terhadap masyarakat. Terhadap hal ini, menarik
pandangan dari Sjachran Basah yang menjelaskan bahwa pembanguan nasional

yang bersifat multikompleks membawa akibat pemerintah harus banyak turut

5 SF. Marbun, et.al., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Ul Press, Yogyakarta, 2001, hlm.
100.
¢ Padmo Wahyono, Op.cit., hlm. 17-18.



campur tangan dalam kehidupan rakyat yang mendalam di semua sektor. Campur
tangan itu tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam
bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya yang dilaksanakan
oleh administrasi negara yang menyelenggarakan tugas pelayanan publik.’

Namun, konsep campur tangan penguasa terhadap kehidupan masyarakat
tersebut, dalam konteks Negara Hukum Kesejahteraan, menurut Hotma P. Sibuea,
yang membuat pemerintah/Negara berfungsi, tidak saja sebagai penguasa, namun
juga sebagai pelayan masyarakat, oleh karena tujuan yang ingin dicapai adalah
kesejahteraan bagi segenap rakyat Negara tersebut. Dalam kondisi yang demikian,
dan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan jaman, fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat lebih didahulukan
dibandingkan dengan fungsinya sebagai penguasa.®

Pemahaman terhadap fungsi pemerintahan tersebut menjadi penting, guna
melakukan pemisahan tanpa adanya dominasi dan hegemoni antara fungsi sebagai
penguasa dengan fungsi sebagai pelayan tersebut, maka dibutuhkanlah hukum
untuk mengaturnya. Secara lebih tegas, dinyatakan oleh Bernard Arief Sidharta,
bahwa Pemerintah berkedudukan sebagai primus inter pares (bukan sebagai
pemilik atau penguasa negara dan rakyat), sebagai pamong, yang mengemban tugas
memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan

7 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, 1985, hlm.
3.

8 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umnm Pemerintaban yang Baik, Jakarta:
Erlangga, 2010, hlm. 63-64



sebagai demikian berkewajiban untuk mempartisipasikan rakyat dalam proses
pengambilan putusan rasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil
dan makmur. Jadi, pemerintah itu adalah organisasi pusat-pusat koordinasi
pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan tujuan negara.® Maka, pada
hakikatnya, pemerintah tidak dapat secara arbitrer menentukan secara sepihak
kebijakan-kebijakan yang bersinggungan langsung oleh kepentingan umum.

Salah satu cabang dari kekuasaan eksekutif (pemerintahan), adalah
kekuasaan negara dalam bidang Penuntutan (=dalam perkara pidana) yang
dibebankan kepada suatu institusi yang dikenal dengan Kejaksaan Republik
Indonesia, sebagaimana secara institusional diatur dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. . 16/2004).%

Eksistensi kekuasaan negara dalam bidang Penuntutan, merupakan
konsekuensi dari diakomodirnya pinsip-prinsip negara hukum, sebagai salah satu
fungsi pemerintahan yang bebas dari tekanan pihak manapun serta dilaksanakan
secara merdekal’. Namun demikian, pemisahan kekuasaan tersebut tidaklah
berlaku secara absolut, sebagaimana ajaran trias politica yang dicetuskan oleh
Montesquiue. Walaupun pada dasarnya, dalam ajaran trias politica itu sendiri

mengandung suatu sistem kontrol yang di era modern dikenal dengan istilah check

9 Bernard Arief Sidharta, Tentang Negara Hukum, makalah tidak dipublikasikan, Bandung: Fakultas Hukum
Universitas Parahyangan, 2009, hlm. 1.

10 T jhat Konsideran Menimbang huruf ¢ jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16/2004)

11 Pasal 2 ayat (2) UU No. 16/2004



and balances. Dimana, ajaran tersebut mengandung makna adanya untuk
menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Ketegangan antara tata kelola dengan check and balance adalah inti dari
teori demokrasi modern. Tata kelola mensyaratkan kapasitas eksekutif untuk
mengimplementasikan agenda kebijakannya. Di bawah checks and balances,
“cabang terpisah diberdayakan untuk mencegah tindakan oleh cabang lain dan
didorong untuk berbagi kekuasaan.” Cek dan keseimbangan yang kuat adalah cara
yang efektif untuk mengendalikan politisi tetapi, pada saat yang sama, mereka dapat
menghalangi pemerintah untuk melakukan yang baru inisiatif. Cara warga negara
mengelola pertukaran antara tata kelola dan perlindungan dari penyalahgunaan
kekuasaan tergantung pada berbagai dimensi sebagai manfaat yang diharapkan dari
reformasi dan Kkarakteristik politisi yang berkuasa.'?

Ide dasar dari sistem check and balances tersebut, pula terkandung di dalam
Pasal 38 UU No. 16/2004 yang menegaskan “Untuk meningkatkan kualitas kinerja
kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan
kewenangannya diatur oleh Presiden.” Yang kemudian didistilasi melalui
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia (PERPRES No. 18/2011), dimana sebelumnya diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

12- Alvaro Forteza dan Juan S. Pereyra, The Trade-off Between Governance and Checks and Balances, Sumber:
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/wp-

content/uploads/sites/2/2015/10/Forteza Pereyra 20170301.pdf, Maret 2017, diakses pada tanggal 10
Februari 2021.



http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/Forteza_Pereyra_20170301.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/Forteza_Pereyra_20170301.pdf

Merujuk kepada Pasal 3 angka a PERPRES No. . 18/2011 yang
menegaskan “Komisi Kejaksaan mempunyai tugas: Melakukan pengawasan,
pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai
Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan kode etik.” Maka, perumusan norma tersebut
sejalan dengan Konsideran Menimbang huruf c KUHAP yang menegaskan “bahwa
pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana
adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk
meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan
fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian
hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang
Dasar 1945.”

Berdasarkan rumusan dalam Konsideran Menimbang huruf ¢ KUHAP
tersebut, maka KUHAP memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1.  Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya; dan
2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai
dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Dalam kaitannya dengan amanah dari KUHAP tersebut, PERPRES No. .
18/2011 memberikan hak dan kewenangan bagi Komisi Kejaksaan untuk menerima
dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang Kkinerja dan

perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan



wewenangnya.!® Dengan demikian, Komisi Kejaksaan pun memiliki beban dan
tanggung jawab untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat
agar mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masyarakat, dalam kaitannya
dengan proses peradilan pidana.

Pada konteks konsep welfare state, menurut Yos Johan Utama menjelaskan
munculnya konsep welfare state dikarenakan kegagalan paradigma negara “legal
state” yang berprinsip “staatsonthouding” atau pembatasan peran negara dan
pemerintah dalam bidang politik, telah menyebabkan peralihan paradigma negara,
dari paradigma negara “penjaga malam” (nachtwakerstaat) kepada paradigma
negara kesejahteraan (Welfare State). Paradigma negara kesejahteraan,
menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum, yang
harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupannya. Negara
dalam paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara sebagai
subjek, dan tidak lagi menempatkan warga negara sebagai objek. Negara
mempunyai kewajiban, untuk masuk ke dalam wilayah kehidupan warganya, dalam
rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan
(bestuurszorg).!* Artinya, negara mengambil peran aktif dalam melakukan
peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan hak-haknya dan segala

kewajibannya.

13 Pasal 4 angka a PERPRES No. 18/2011
14 Yos Johan Utama, Membangun Peradilan Tata Usaba Negara Yang Berwibawa, Pidato Pengukuhan Guru Besar
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2010, hlm. 2.



Hal tersebut sebagaimana tertuang pula dalam Pasal 8 PERPRES No. .
18/2011, yang memberikan hak dan kewenangan bagi Komisi Kejaksaan untuk
meminta informasi dari anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku
Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan. Hak dan kewenangan Komisi Kejaksaan dalam
melaksanakan Pasal 8 PERPRES No. . 18/2011 tersebut, pada dasarnya,
merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip administrasi publik yang baik. Dimana,
dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang demokratis
maka hal yang paling utama harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi
(keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang
transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelenggaraan pemerintahannya
terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.®®

Berdasarkan hal tersebut, maka berbasis kepada Pasal 29 ayat (1) Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan (PERPRES
No. 1/2007), maka Pemerintah—dalam hal ini adalah Komisi Kejaksaan, memiliki
kewajiban untuk menyebarluaskan eksistensi Komisi Kejaksaan itu sendiri, sebagai
suatu wujud keterbukaan dan menunaikan amanah dalam rangkaian peraturan
perundang-undangan yang berkaitan guna meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat akan hak dan kewajibannya.

15> Mawardi Khairi, Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah: Perspektif Teori Negara
Hukum, Jurnal Selisik, Vol. 3, No. 5, 2017, hlm. 83.
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Kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, pada hakekatnya, merupakan dua hal yang
berbeda. Dimana berdasarkan hasil survey online melalui google form, dalam
kluster Masyarakat Umum terdapat 81,3% yang mengetahui keberadaan Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia. Namun demikian, walaupun Masyarakat Umum
sebahagian besar mengetahui, ternyata hanya 58,8% yang menyatakan bersedia
menggunakan haknya untuk membuat pelaporan dan pengaduan. Adapun pada
kluster Advokat, terdapat 93,3% yang mengetahui mengenai Komisi Kejaksaan
Republik Indonesia. Namun ternyata, hanya 23,3% yang pernah melakukan
pelaporan dan pengaduan mewakili Klien-nya.

Sedangkan, pada kluster Dosen Fakultas Hukum, prosentase pengetahuan
yang dimiliki para Dosen terhadap Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah
sebesar 95%. Namun, berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, hanya sekitar
65% yang melalukan transfer knowledge kepada Mahasiswanya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi hal yang urgent
bagi Komisi Kejaksaan untuk melakukan suatu penelitian guna mengukur
kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam suatu proses
peradilan pidana terhadap pelaksanaan fungsi penuntutan dari Penuntut Umum

berdasarkan kewenangan dan wewenangnya.
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Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Peneliti mengajukan rumusan

masalah sebagai suatu pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

1.

Bagaimanakah pengetahuan masyarakat terhadap eksistensi Komisi
Kejaksaan?

Bagaimanakah pengetahuan profesi Dosen Fakultas Hukum—sebagai
kelompok masyarakat, terhadap eksistensi Komisi Kejaksaan?
Bagaimanakah minat profesi Advokat—sebagai kelompok masyarakat, untuk
melakukan pelaporan dan pengaduan melalui Komisi Kejaksaan dalam
kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Penuntut Umum pada
ranah proses peradilan pidana?

Bagaimanakah pandangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap
wewenang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerima pelaporan

dan pengaduan dari masyarakat?

Tujuan Penelitian

1.

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengetahuan masyarakat

terhadap eksistensi Komisi Kejaksaan.

12



Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengetahuan profesi Dosen
Fakultas Hukum—sebagai kelompok masyarakat, terhadap eksistensi Komisi
Kejaksaan.

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengetahuan profesi
Advokat—sebagai kelompok masyarakat, untuk melakukan pelaporan dan
pengaduan melalui Komisi Kejaksaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan
fungsi dan wewenang Penuntut Umum pada ranah proses peradilan pidana.
Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pandangan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) terhadap wewenang Komisi Kejaksaan Republik

Indonesia dalam menerima pelaporan dan pengaduan dari masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini berguna bagi para pengambil kebijakan publik, dalam hal
ini adalah Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pengaduan terhadap
pelaksanaan fungsi penuntutan oleh Penuntut Umum.

Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini berguna bagi para peneliti selanjutnya untuk
mengembangkan sistem dan metode check and balaces dalam pelaporan dan

pengaduan terhadap pelaksanaan fungsi penuntutan oleh Penuntut Umum.
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E. Kerangka Pemikiran

a. Landasan Konseptual

1.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi
Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nila-nilai yang terdapat di
dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang
diharapkan ada.'®

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk
sebagai orangperseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung.'’

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak
menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan
yang merugikannya.*®

Pelaporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang

karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada

16 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terbadap Huknm Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 141.
17 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

18 Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
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pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadi
peristiwa.®
b.  Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan
sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan
kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan
untuk mengkaji permasalahan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, pada
hakekatnya, memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan
ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar Kkita
mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.?’ Dalam hal ini, Peneliti
mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan
permasalahan.

Kerangka teoretis tersebut, pada umumnya, dipergunakan sebagai
pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam setiap
model penelitian yang disesuaikan dengan objek kajiannya.

Adapun penelitian ini memiliki objek kajiannya adalah Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) berkaitan dengan adanya kewenangan
dalam memberikan pelayanan terhadap publik (masyarakat) yang hendak
mengajukan pelaporan dan pengaduan atas kinerja dari seseorang Aparatur

Sipil Negara (ASN) Kejaksaan dan Penuntut Umum dalam melaksanakan

19 Sri Wulandari, Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan, Jurnal Serta
Acitya, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 75.
20 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Iimu. Sebunah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, him. 316.
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fungsinya. Oleh karena itulah, sebagai teori yang berfungsi sebagai
paradigma dalam Ilmu Hukum yang mengkaji aspek-aspek hukum publik,
maka dipergunakanlah Teori Negara Hukum Kesejahteraan (welfare state).
Teori Welfare State dipergunakan sebagai kerangka paradigma berpikir bagi
setiap pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pandangan falsafah hidup Bangsa Indonesia yang termuat di dalam
Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai suatu bentuk Politik Hukum
Indonesia yang kemudian memunculkan Sistem Hukum Indonesia. Lebih
lanjut ditegaskan dalam Alinea Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk “memajukan kesejahteraan
umum’”, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan redaksional “memajukan kesejahteraan umum?” tersebut,
Azhary menegaskan konsep sistem hukum Indonesia lebih mendekati kepada
konsep Negara Hukum Kesejahteraan.?! Demikian pula ditegaskan oleh A.

Hamid S. Attamimi, Negara Indonesia sejak didirikan telah menetapkan

21 Azhary, Negara Hukum Indonesia. Analisis Ynridis Normatif Tentang Unsur-Unsur, Jakarta: Ul-Press, 1995, hlm.

116.
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dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, sebagai rechtsstaat.
Bahkan rechtsstaat Indonesia ialah rechtsstaat yang memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.?? Sedangkan penegasan Hotma
P Sibuea beranjak dari tujuan negara Indonesia sebagaimana dikemukakan
dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 termasuk dalam kelompok
welfare state.?

Berdasarkan paradigma berpikir tersebut di atas, maka dalam
kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang memiliki fokus
kajian adalah kesejahteraan umum, maka Konsep Pelayanan Publik—secara
teoretis, merupakan konsekuensi logis untuk dipilih guna mendampingi Teori
Welfare State.

Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan
umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah,
dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik

dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.?

22 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persadam 2014, hlm. 18.; Lihat pula dalam:
A. Hamid S. Attamimi, Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945,
Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke-42, diselenggarakan
oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, 9 Juli 1994, hlm. 17.

2 Hotma P. Sibuea, I/mu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 13.

24 Erwan Agus Purwanto (Ed.), Pelayanan Publik. Modu! Pendidikan dan Pelatiban Dasar Kader PNS, Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara, 2016, hlm. 10.
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A

BAB I1

KERANGKA PEMIKIRAN

Landasan Teoretis

1.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State)

Pada masa UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, konsep
Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada Penjelasan Bagian Umum
UUD 1945 tentang sistem pemerintahan pada pokok pikiran pertama, yang
berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat),
tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).” Selanjutnya
dinyatakan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar),
tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).?> Namun, setelah
terjadi amandemen hingga perubahan keempat pada tahun 2000, dan terjadi
perubahan nomenklatur yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) 1945, penjelasan tersebut sudah tidak dimasukkan lagi
ke dalam bagian dari UUD NRI 1945 tersebut. Maka, pertanyaannya yang
muncul adalah apakah Indonesia masih menganut konsep negara hukum

berdasarkan asas rechtsstaat ataukah sudah tidak lagi?

25 M. Ali Taher Parasong, Mencegah Runtubnya Negara Hukum, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014, hlm. 2.
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Pentingnya memasukkan konsep negara hukum ke dalam konstitusi
merupakan suatu pijakan awal sebagai bentuk pemahaman terhadap cara
bagaimana penyelenggara negara dalam menyelenggarakan negara ini.
Terhadap pendapat Penulis tersebut, maka dapatlah dijelaskan bahwa
“Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat bukan sekedar antitesis
terhadap kolonialisme, melainkan membawa berbagai cita-cita, gagasan,
konsep, bahkan ideologi tertentu. Cita-cita, gagasan, konsep, bahkan ideologi
inilah yang dituangkan dalam susunan dan menjadi sendi berbangsa dan
bernegara. Walaupun demikian, kelahiran negara Indonesia tidak terlepas
dari suasana zaman. Indonesia adalah anak zaman. Karena itu, berbagai cita-
cita, gagasan, konsep dan ideologi menjadi dasar susunan dan sendi
berbangsa dan bernegara tidak mungkin terlepas dari pemikiran dan
kenyataan dominan yang ada pada waktu itu. Paham negara kebangsaan atau
nasionalisme, paham demokrasi, paham negara kesejahteraan yang
berdasarkan atas hukum merupakan paham-paham yang hidup dan menjadi
ciri negara atau perjuangan mendirikan negara pada waktu itu, termasuk
kehadiran sebuah ideologi. Tiada negara tanpa ideologi tertentu. Berbagai
paham dan cita-cita atau dasar ideologi tertentu itulah yang menjadi dasar
susunan dan bangunan perumahan Indonesia merdeka yang antara lain
dituangkan dalam UUD yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan lazim

dinamakan UUD 1945.”
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Hal yang sama pula terjadi pada cara pandang dan pola fikir setiap
ilmuwan hukum dalam membangun argumentasi yuridiknya terhadap proses
penyelenggaraan negara. Bernard Arief Sidharta menjelaskan, bahwa disadari
atau tidak, dalam kegiatan ilmiah selalu bertolak dari sejumlah asumsi dan
bekerja dalam kerangka dasar umum (general basic framework) tertentu yang
mempedomani  kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya
diskursus (komunikasi dan diskusi secara rasional) dalam lingkungan
ilmuwan hukum. Perangkat asumsi dan kerangka umum tersebut pada masa
kini dapat disebut “paradigma” dalam Ilmu Hukum. Istilah paradigma disini
menunjukan pada cara pandang atau kerangka berfikir yang berdasarkannya
fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami atau kerangka umum yang
mempedomani kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin ilmu.?

Berdasarkan hal tersebut di atas, adalah merupakan hal yang sia-sia
ketika pembahasan ini akan diarahkan kepada penyorotan kinerja Aparatur
Sipil Negara, manakala paham ataupun paradigma mana yang akan
digunakan adalah tidak jelas dan pasti. Oleh karena itu, pelacakan literatur
kepustakaan yang mendeskripsikan paham atau paradigma dari jenis negara
hukum apa yang dianut oleh Indonesia menjadi suatu konsekuensi logis.

Terkait dengan asas negara hukum tersebut, maka secara mendasar

kajian ini tidak mungkin dilepaskan dari kajian mengenai konsep kedaulatan.

2% Bernard Atief Sidhatta, Iimu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan lmu Hukum Sistematik Yang Responsif
Terbadap Pernbaban Masyarakat, Y ogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 71.
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Sebagaimana dijelaskan oleh Janedjri M. Gaffar, bahwa masalah mendasar
yang menentukan bangunan suatu negara adalah konsep kedaulatan yang
dianut. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan
tertinggi dalam organisasi negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya
dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal utuh dan tak terbagi, serta
berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Sekalipun demikian, pengakuan
terhadap pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara tidak mutlak. la
mengalami perkembangan, baik dari segi pemikiran maupun praktik
kenegaraan, mulai dari kedaulatan Tuhan hingga gagasan kedaulatan hukum
dan kedaulatan rakyat.?’

Konsep kedaulatan diperkenalkan oleh Thomas Hobbes dalam
bukunya Leviathan (1651) dengan menggunakan istilah “sovereignty” yang
sebelumnya dalam bukunya yang lain yaitu De Cive (1642), Hobbes
menggunakan istilah “summa potestas sive summum imperium Sive
dominium”. Kemuncullan “sovereignty” merupakan penolakan oleh Thomas
Hobbes terhadap apa yang telah diajarkan sebelumnya oleh Jean Bodin dan
Grotius. Bagi Thomas Hobbes, “sovereignty” merupakan kekuasaan yang
paling tinggi diatas segalanya, sehingga memiliki fungsi yang sangat
essensial dalam sebuah negara. Bahkan, konsep kedaulatan inilah yang

membedakan organisasi negara dari organisasi sosial lainnya. Kedaulatan

27 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional. Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubaban UUD 1945,
Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 3.
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adalah jiwa (soul) dari lembaga politik yang disebut negaraw. yang
disimbolisasikannya sebagai makhluk yang kebal dan tak terkalahkah yang
diceritakan dalam Bibel yang disebut ‘leviathan’. Jiwa (soul) yang
dimaksudkan di sini tentu saja bersifat ‘artifisial’ sebagaimana ‘negara’ yang
merupakan subjek hukum (persoonalijk) atau sebagai ‘persona’ yang bersifat
artifisial. 2

Perkembangan lebih lanjut, kedaulatan yang diidentikkan sebagai
kekuasaan yang absolut tersebut memperoleh perlawanan dan pertentangan
pada praktek ketatanegaraan pada masanya. Kekuasaan yang absolut dan
tirani dari penguasa atau Raja memperoleh pertentangan baik dari segi fisik
(revolusi) maupun dari segi pemikiran. Kegiatan berfikir secara revolusioner
kemudian dicontohkan oleh Montesquieu yang diilhami oleh pemikiran dari
John Locke, yang embrio pemikiran kedua tokoh tersebut memunculkan asas
negara hukum secara klasik dengan konsep polizei staat, yang kemudian
dikembangkan oleh Immanuel Kant dan diteruskan oleh FJ. Stahl melalui
konsep Eropa Kontinental dan AV Dicey melalui konsep Anglo Saxon.

Pada komunitas Eropa Kontinental, sejak permulaan abad XVII, para
ahli pemikir besar tentang negara dan hukum, mulai memikirkan dan
mencita-citakan negara hukum sebagai reaksi terhadap kekuasaan para
penguasa negara yang bersifat absolut, atau mutlak, atau tidak terbatas pada

waktu itu. Cita-cita ini kemudian mendapatkan dorongan dari aliran

28 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 97-98.
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individualisme yang timbul dan berkembang pada waktu itu. Tetapi,
hakikinya, cita-cita tersebut baru dapat merupakan kenyataan pada permulaan
Abad XVIII oleh Immanuel Kant.?®

Gagasan negara hukum tersebut, pada hakikinya memperoleh akar
dari pemikiran filsuf-filsuf kuno yaitu Plato dan Aristoteles. Pada awalnya,
Plato menyatakan the best possible state dapat dicapai jika dipimpin oleh
seorang philosopher king. Namun, dalam karya selanjutnya, “Nomoi”, Plato
menyatakan hal itu tidak mungkin terwujud, karena tidak mungkin
mendapatkan seseorang dengan kualitas philosopher king. Di sisi lain, dengan
kekuasaan yang absolut, saat seseorang menduduki kursi raja, segala bentuk
penyalahgunaan kekuasaan terbuka lebar. Plato pun mengajukan gagasan the
second best state, yaitu negara yang mendasarkan pada hukum sebagai
pembatas bagi kekuasaan.

Pandangan Plato tersebut kemudian dikembangkan oleh Aristoteles
yang dalam menyikapi pemikiran negara dan hukum lebih bersikap realistis,
sebagaimana dalam bukunya “Politics”, disimpulkan bahwa negara memang
harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang
berlaku.3! Pemikiran-pemikiran Plato dan Aristoteles tersebut menghilang
ditelan waktu, para pemikir hukum tidak lagi membicarakan konsepsi yang

telah diletakan fondasinya oleh kedua ahli filsuf kuno tersebut, hingga

2 Soehino, Hukum Tata Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 Adalah Negara Hukum, Y ogyakarta, Liberty, 1985, him. 22.

3 Janedjri M. Gaffar, Op.cit., hlm. 11.

31 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 27.
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memasukki Abad Pertengahan (middle ages) atau sering pula disebut ‘dark
ages’.

Gagasan atau ide negara hukum, menurut Sudargo Gautama yang
menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada semenjak abad XVII di dunia
barat, dimana orang sudah memikirkan cita-cita akan suatu negara hukum.
namun, istilah “negara hukum” baru mulai dikemukakan dalam abad X1X.*?
Sebelum abad XVIII, negara pada umumnya berbentuk ‘negara polisi’
dimana negara mempunyai kekuasaan mutlak karena memegang seluruh
kekuasaan dalam negara. Tetapi keadaan tersebut mulai digugat ketika sejak
abad XVII timbul gelombang gerakan menentang absolutisme.* Gelombang
penentangan tersebut ditandai oleh dikemukakannya Teori Hak Kodrati oleh
John Locke yang menginspirasi terjadinya gelombang revolusi, yaitu revolusi
Perancis, revolusi Amerika Serikat, dan revolusi Inggris, yang dimulai
dengan munculnya dokumen Hak Asasi Manusia “bill of rights’.3

Gerangan revolusi Prancis (1789) sebagai anak gerakan penentangan
absolutisme itu kemudian berhasil menumbangkan kekuasaan absolut yang
untuk selanjutnya diterima pembatasan kekuasaan negara dalam sistem
pluralisme-liberal dengan dasar demokrasi konstitusional dan negara hukum
formal (nachwachtersstaat).®®> Negara hukum liberal atau negara hukum

formal (nachwachtersstaat) atau yang sering disebut sebagai negara hukum

32 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Huknm, Bandung: Alumni, 1983, him. 1.

3 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Y ogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 12.

3 Rhona K. M. Smith, ¢z al., Hukum Hak Asasi Manusia, Y ogyakarta: PUSHAM UII - NCHR, 2008, hlm. 11.
35 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi.......... Loc.cit.
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dalam arti sempit adalah konsepsi yang diberikan oleh Immanuel Kant (1724
— 1804 SM), yang kemunculannya bersamaan dengan lahirnya faham
liberalisme yang menentang kekuasaan absolut dari para raja pada masa itu.*
Menurut faham liberalisme negara justru harus melepaskan dirinya dari
campur tangan urusan kepentingan rakyatnya, yang berarti sikap negara harus
pasif (staatsonthouding)®’. Hal ini berpengaruh pada bentuk negara dan
bentuk pemerintahan yang kemudian menjadi monarkhi konstitusional, yaitu
adanya pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi sebagai akibat dari
perjanjian yang dilakukan dengan rakyatnya yang menentukan kedua belah
pihak dalam kedudukan yang sama.3®

Konsep negara hukum dari Immanuel Kant tersebut kemudian
dikembangkan antara lain oleh Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-
lain dengan menggunakan istilah Jerman,® dan juga dipakai dalam bahasa
Belanda. Istilah ini terdiri dari dua element yaitu Recht (hukum) dan Staat
(negara). Tradisi pemikiran hukum di Indonesia yang banyak dipengaruhi
Belanda juga memasukkan istilah rechtsstaat ini dalam dokumen hukum
Indonesia seperti pernah ada dalam penjelasan UUD 1945.

Teori  Negara  Hukum  Liberal atau Negara Hukum

“nachwachterstaat” (Penjaga Malam), dikembangkan oleh Julius Stahl,

3% Moh Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988,
hlm. 155.

37 Ridwan HR, Hukum Adpinistrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 14.

3 Moh Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.ciz., hlm. 156.

¥ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme .......... Op.cit., hlm. 121.

25



menjadi Negara Hukum Formal (formele rechtsstaat), kemudian berdasarkan

undang-undang, kemudian berkembang menjadi materiele rechtsstaat,

dikarenakan ada peningkatan dari wetmatige bestuur ke rechtmatige bestuur,

maka menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan

istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 4°

1. Berdasarkan hak-hak asasi;

2. Untuk melindungi hak-hak asasi dengan baik harus ada pemisahan
kekuasaan (trias politica);

3. Pemerintahannya harus berdasarkan undang-undang/Hukum; dan

4. Apabila dalam perlindungan hak asasi dengan berdasarkan undang-
undang masih ada pelanggaran hak asasi maka perlu ada peradilan
administrasi.

Sedangkan pada saat yang hampir bersamaan, pada ranah rumpun
hukum yang lain yaitu common law, AV. Dicey mengembangkan konsep rule
of law sebagai padanan dari rechtsstaat pada rumpun civil law. A.V. Dicey
menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang
disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:*!

1. Supremacy of Law;
2. Equality before the law;

3. Due Process of Law.

40 Padmo Wahyono, Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Ind-HILL.co, 1991, hlm. 73.
M Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme .......... Op.cit., hlm. 121.
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Perbedaan yang sangat mendasar dari rechtsstaat dengan rule of law
adalah latar belakang munculnya kedua konsep tersebut. Rechtsstaat muncul
sebagai akibat penentangan absolutisme sehingga sifatnya revolusioner.
Sementara itu, rule of law berkembang secara evolusioner. Perbedaan lain
adalah rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental (civil law),
sehingga karakternya adalah administratif. Sedangkan konsep rule of law
bertumpu atas sistem hukum common law, sehingga karakternya adalah
judicial 42

Pada implementasinya negara hukum dapat dibedakan mejadi negara
hukum formal dan substantif. Konsep negara hukum versi formal dimulai
dengan konsep rule of law dimana hukum dimaknai sebagai instrumen
tindakan pemerintah. Dalam bentuk formal legality, konsep hukum diartikan
sebagai norma yang umum, jelas, prospektif dan pasti. Secara substantif,
konsep negara hukum berkembang dari individual rights dimana privacy dan
otonomi individu serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok.
Selanjutnya, berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi
dan/atau keadilan (dignity of man) serta berkembang menjadi konsep social
welfare yang mengandung prinsip-prinsip  substantif, persamaan,

kesejahteraan serta kelangsungan komunitas.*®

42 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukun Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.
# M. Ali Taher Parasong, Op.cit., hlm. 30-31.
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Jika mencermati pendapat tersebut, maka memiliki kemiripan dengan
pandangan yang dikemukakan oleh Padmo Wahyono yang menjelaskan
bahwa perkembangan dari Negara Hukum Formal dari Stahl ini kemudian
meningkat menjadi Negara Hukum Materiil dengan mengubah unsur
wetmatig bestuur menjadi rechtmatig bestuur, kemudian menjadi sosiale
verzorgingsstaat atau social service state, dengan mengubah rechtmatig
menjadi doelmatig.**

Pergeseran konsep tersebut beranjak dari pandangan terhadap
berbagai dampak negatif yang timbul dari penerapan konsep negara hukum
formil yang hanya melindungi kepentingan sekelompok orang dalam sebuah
negara saja, maka pemikir-pemikir hukum abad dua puluh, akhirnya memikir
ulang tentang konsep negara ini. Pemikiran negara hukum Abad XIX mulai
digugat. Salah satunya disampaikan oleh Wolfgang Friedman. la menyatakan
bahwa dalam konsep negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan
terwujudkan secara substantif.*® Salah satu penyebabnya bahwa prinsip
negara hukum cenderung memperkecil peranan negara dalam mengurus
masalah sosial ekonomi. Prinsip bahwa pemerintahan dilarang campur tangan

dalam urusan sosial ekonomi warga negara yang dianut konsep negara hukum

4 Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jakarta: IND-HILIL-Co, 1989, hlm. 85-86.

® Jimly Assiddigie, Mabkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan
Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tabun 1945, dalam Kolom Opini pada
www.pemantauperadilan.com., hlm. 8
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formil bergeser ke arah sebuah gagasan baru. Gagasan tersebut adalah
pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.*®

Perkembangan konsep negara hukum tersebut, dari konsep negara
hukum formil pada Abad XIX menuju konsep negara hukum meteril pada
Abad XX dan XXI, maka konsep negara hukum materil tidak saja hanya
membatasi penggunaan kekuasaan oleh negara semata, namun pula guna
mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk
mensejahterakan rakyat. Tujuan pokok dari konsep negara hukum materiil
tersebut adalah memberikan beban kewajiban bagi negara untuk
memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya, selain itu negara tersebut juga
harus kuat. Dalam arti, tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan
apapun yang tidak menghendaki keberpihakan negara pada pencapaian
kesejahteraan rakyatnya.

Terhadap fenomena tersebut, Yos Johan Utama menjelaskan
munculnya konsep welfare state dikarenakan kegagalan paradigma negara
“legal state” yang berprinsip ‘“staatsonthouding” atau pembatasan peran
negara dan pemerintah dalam bidang politik, telah menyebabkan peralihan
paradigma negara, dari paradigma negara “penjaga malam”
(nachtwakerstaat) kepada paradigma negara kesejahteraan (Welfare State).

Paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang

4 Moh. Mahfud MD, Mabkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Orasi Ilmiah disampaikan
dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008, him. 16
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perorang menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan
dalam segala aspek kehidupannya. Negara dalam paradigma negara
kesejahteraan, menempatkan warga negara sebagai subjek, dan tidak lagi
menempatkan warga negara sebagai objek. Negara mempunyai kewajiban,
untuk masuk ke dalam wilayah kehidupan warganya, dalam rangka
menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan
(bestuurszorg).*’

Berdasarkan hal tersebutlah, kemudian menurut Otje Salman dan
Anton F. Susanto, pada dasarnya Negara kita sudah menganut paham Negara
Hukum Kesejahteraan / welfare state, sebagaimana yang terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat.*8

Amanah dari konsep negara hukum materiil atau negara hukum
kesejahteraan tersebut nampak jelas termuat dalam Pembukaan UUD NRI
1945 yang menegaskan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”

Apabila dikaitkan dengan salah satu unsur dari negara hukum yaitu

penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, maka pencapaian tujuan

4 Yos Johan Utama, Membangun Peradilan Tata Usaba Negara Yang Berwibawa, Pidato Pengukuhan Guru Besar
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2010, hlm. 2.

8 Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengunmpulkan, dan Membuka Kembali), Bandung:
Refika Aditama, 2004, hlm. 156-157.
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bernegara tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas, memerlukan
instrumen hukum bukan hanya menjadi pembatasan namun pula pemberian
kewenangan untuk bertindak berdasarkan cita-hukum.

Pandangan Penulis tersebut didasarkan kepada pendapat yang
dikemukakan oleh Bernard Arif Sidharta menjelaskan unsur pimpinan dan
penyelenggara organisasi politikal tersebut dinamakan pemerintah.
Pemerintah berkedudukan sebagai primus inter pares (bukan sebagai pemilik
atau penguasa negara dan rakyat), sebagai pamong, yang mengemban tugas
memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan
bernegara, dan sebagai demikian berkewajiban untuk mempartisipasikan
rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional dalam mewujudkan
masyarakat sejahtera yang adil dan makmur. Jadi, pemerintah itu adalah
organisasi pusat-pusat koordinasi pengambilan putusan rasional untuk
mewujudkan tujuan negara.*®

Di dalam konsep Negara Hukum, pada umumnya pemegang-
pemegang kekuasaan dalam pemerintahan umum kekuasaannya terbatas pada
ruang lingkup kekuasaannya yang diatur oleh hukum. Demikian pula dengan
pemegang jabatan yang memegang kekuasaan dalam ruang lingkup masing-

masing bidang yang meliputi penegakan hukum seperti polisi, jaksa dan

# Bernard Arief Sidharta, Tentang Negara Hukum, makalah tidak dipublikasikan, Bandung: Fakultas Hukum
Universitas Parahyangan, 2009, hlm. 1.
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hakim. Para pejabat ini tidak saja terbatas wewenang dan kekuasaannya tetapi
saling membutuhkan dan harus kerjasama.>® Berdasarkan hal tersebut, maka
Pemerintah, dalam hal ini adalah kekuasaan eksekutif, membutuhkan
pengaturan-pengaturan guna memperkuat ranah kewenangannya namun tetap
terbatas oleh kekuasaan hukum yang mengacu kepada penghormatan
terhadap hak-hak kewarganegaraan serta cita-hukum yang telah ditetapkan
bersama.

Terhadap hal tersebut, maka Negara memililki fungsi kenegaraan
yang terdiri atas 2 (dua) jenis fungsi negara yaitu fungsi menentukan
kebijaksanaan negara dan fungsi melaksanakan kebijaksanaan yang telah
ditentukan. Kebijaksanaan negara yang telah dipilih/ditentukan dan
dirumuskan dalam produk hukum, dalam pelaksanaannya kita dihadapkan
dengan lembaga-lembaga pembentuk perundang-undangan yang berlaku
sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadakan pembatasan-
pembatasan tersebut.®® Secara lebih tegas, Padmo Wahyono menjelaskan
dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan
kelangsungan hidup organisasi negara, meliputi pembentukan mekanisme
perundang-undangan sebagai kelanjutan dari hukum dasar tertulis dan tidak
tertulis, menyelidiki pasal-pasalnya, bagaimana penerapannya, suasana

kebatinannya, perumusan teks perundang-undangan, suasana terciptanya teks

%0 Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar limu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang
Lingkup Berlakunya 1lmu Hukum. Buku I, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 41.
51 Padmo Wahyono, Indonesia Negara.......... Op.cit., hlm. 37.
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perundang-undangan tersebut, keterangan-keterangan berkaitan proses
pembentukannya, dimana kesemuanya berkaitan dengan pengaturan yang
terdapat di dalam konstitusi mengenai organisasi kenegaraan. Dalam bidang
ini, perlu dicatat beberapa tahap pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai
organisasi negara yang dipengaruhi oleh keadaan dan waktu.>2

Dalam suatu negara hukum modern, peran pemerintah yang begitu
luas membawa implikasi perlu adanya hukum administrasi negara yang
bertujuan untuk memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya
di satu pihak, dan pada pihak lain melindungi warga negara terhadap sikap
tindak administrasi negara, sehingga dengan adanya pembatasan kekuasaan
dalam negara terhadap sikap tindak administrasi negara sangat menentukan
bagi pelaksanaan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan
masyarakat di sini tidak hanya dalam arti materil, tetapi juga dalam semua
bidang kehidupan karena secara langsung menyangkut harkat dan martabat
manusia. Demikian pentingnya tujuan tersebut, hingga bentuk-bentuk
kesejahteraan yang ingin dicapai itu sering dicantumkan dalam pasal-pasal
tertentu dari Undang-Undang Dasar suatu negara.>®

Terhadap kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
sebagai pelaksana kebijakan negara, dalam konteks negara hukum materiil,

bergeraknya organ-organ pemerintahan tidak hanya didasarkan kepada

52 Ibid., hlm. 17-18.
% Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 138.
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undang-undang semata. Namun, secara ilmu pengetahuan hukum, setiap
pejabat publik diberikan kewenangan untuk membuat suatu kebijakan
berdasarkan freies ermessen atau diskresi.

Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan
umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam welfare
state (negara kesejahteraan) menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif
mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada
pemerintah dilimpahkan bestuurszorg atau public service. Agar servis publik
dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada administrasi negara
diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri
menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan
secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih
belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif
yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan
bebas berupa diskresi.>*

Penggunaan  kebijaksanaan  (discretion), dalam  kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai dan sikap tindak dalam penjabaran nilai
tersebut, sebagamana dijelaskan oleh Hotma P. Sibuea yang menjelaskan

latar belakang kemuncullan dari asas diskresi, merupakan akibat dari

5% SE. Marbun, et.al., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Y ogyakarta: UII Press, 2001, hlm.
73.
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ketidakmampuan Asas Legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum
material untuk mewujudkan kesejahteraan umum, suatu asas baru telah lahir
dalam lapangan hukum administrasi negara. Asas tersebut disebut asas
diskresi atau freies ermessen. Asas freies ermessen dapat dipandang sebagai
asas yang bertujuan untuk mengisi kekuranan atau melengkapi asas legalitas
supaya cita-cita negara hukum material dapat diwujudkan karena freies
ermessen memberikan keleluasan bertindak kepada Pemerintah untuk
melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang.®> Namun
pada akhirnya, pelaksanaan konsep welfare state memunculkan dua
konsekuensi, yaitu intervensi pemerintah yang cukup luas terhadap aspek
kehidupan masyarakat serta digunakannya asas diskresi, menimbulkan suatu
dilema.*®

Terhadap penggunaan diskresi tersebutlah kemudian memunculkan
permasalahan yuridis dalam pelaksanaan program-program pemerintah, yaitu
politisasi Aparatur Sipil Negara dan kriminalisasi Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan permasalahan yang kedua, yaitu kriminalisasi aparatur sipil
negara, dimana banyaknya perkara-perkara tindak pidana korupsi yang
dibawa ke Pengadilan Tipikor menjerat banyak penyelenggara negara atau
pegawai ASN. Sebagian terseret perkara hukum lantaran kelalaian dalam

penanganan masalah administrasi. Persoalan maladministrasi ke ranah pidana

% Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta:
Erlangga, 2011, hlm. 69-70.

56 Thid,
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tidak hanya disebabkan karena adanya multitafsir perundang-undangan,
namun disebabkan pula pada ketidakmampuan aparat membedakan
kompetensi pidana dan kompetensi administrasi. Sehingga seringkali aparat
penegak hukum tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan
hukum, dalam hal pidana dikenal dengan istilah Ajaran Sifat Melawan
Hukum (wederrechtlijke), dengan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan
melawan hukum oleh penguasa (onrechtsmatige overheidsdaad).
Permasalahan lain yang muncul terhadap penggunaan kewenangan
tersebut, baik yang didasarkan kepada undang-undang maupun yang
didasarkan kepada diskresi, adalah masih banyaknya penyelenggara negara
yang tidak memahami implikasi hukum dari pembebanan tanggung jawabnya
dalam melaksanakan tugas dengan memisahkan pertanggungjawaban secara
pribadi dan pertanggungjawaban dalam jabatan. Demikian pula pemahaman
penyelenggara negara terhadap konsep-konsep hukum (keputusan)
administrasi seperti batal (nietig), batal demi hukum (nietig van rechtswege),
dan dapat dibatalkan (vernietigbaar). Pembatalan konsep pertama dan kedua

bersifat ex-tunc®’, sedangkan pembatalan konsep ketiga bersifat ex-nunc®®.

57 Ex-Tunc adalah ungkapan bahasa Spanyol yang secara harfiah berarti “sejak itu” atau lebih dikenal juga
dengan istilah ex post facto law. Dalam konstek Hukum Adminitrasi Negara, maka Ex-Tunc berarti pengujian
Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat
diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, meskipun telah ada perubahan terhadapnya. Apabila
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan/dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum yang ditimbulkan
oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut betlaku/ada sejak diterbitkanya Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut.

8 Ex Nunc merupakan bahasa latin yang berarti berlakunya pada saat ditetapkannya (sekarang) juga; jadi tidak
kemudian atau duluan atau dapat pula berarti mulai sekarang, berlaku untuk hari depan, berlaku sejak hari
ditetapkan (tidak berlaku surut). Dalam konstek Hukum Adminitrasi Negara, maka Ex-Nuncberarti pengujian
Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat sekarang,
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Berkaitan dengan kekuasaan, maka kekuasaan eksekutif yang
mendapat dukungan politik sangat besar akan melahirkan Pemerintahan yang
kuat (strong government). Dalam Negara kesejahteraan, pemerintahan yang
kuat memang diperlukan dalam rangka membawa masyarakatnya menuju ke
tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tetapi sejarah juga merekam bahwa
Pemerintahan yang kuat juga berpotensi melahirkan perbuatan penyelenggara
negara yang merugikan masyarakatnya dengan terjadinya penyalahgunaan
kewenangan atau dilaksanakannya diskresi secara berlebihan.

Penyelenggaraan tugasnya mengelola negara, tetapi lebih dari itu
adalah berkewajiban memenuhi tercapainya masyarakat yang adil dan
makmur. Pemerintahan yang baik dan bersih bukanlah tujuan, melainkan
sarana untuk mencapai tujuan. Artinya, pemerintahan yang bersih tidak akan
bernilai apapun apabila tujuan ini tidak tercapai. Dengan demikian
mekanisme yuridis maupun politis di atas harus dibuat sedemikian rupa
sehingga benar-benar mampu mendorong tercapainya tujuan dan bukan
menghambat pencapaian tujuan.

Hak masyarakat tersebut secara filosofis sekaligus merupakan
kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat sebaik-baiknya. Dengan demikian, fungsi administrasi

pemerintahan tidak lain adalah tugas pemerintah dan negara untuk

atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang terbaru. Apabila Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut dibatalkan/dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut berlaku/ada sejak betlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.
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menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan
oleh UUD 1945.

Sehingga, tepatlah ungkapan dari Ridwan, yang menjelaskan bahwa
setiap penyelenggara pemerintahan harus memiliki legitimasi, yakni
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum tertulis. Namun
pada kenyataannya, undang-undang yang menjadi norma pemerintahan tidak
cukup mampu untuk merumuskan semua aspek kehidupan masyarakat dan
perkembangan yang terjadi secara cepat di masyarakat.>® Oleh karena itu,
menurut Phillipus M. Hadjon, tugas penyelenggara pemerintahan tidak
bersifat pasif tetapi bersifat aktif dalam menyelenggarakan ketertiban dan
kesejahteraan masyarakat. Namun, sifat keaktifan tersebut terhalangi oleh
undang-undang sebagai norma pemerintahan yang bersifat umum,
impersonal dan abstrak. Sehingga, sebagaimana ditegaskan oleh Ridwan di
atas, tidak mampu menjangkau keseluruhan aspek kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, tugas pemerintah adalah untuk menerapkan undang-
undang dalam situasi konkrit. Berdasarkan hal tersebutlah, melahirkan asas

“freies ermessen” (diskresi).%°

% Ridwan, Diskresi (Freies Ermessen) Olebh Pejabat Pemerintah. Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, dan Kecermatan
dalam Penggunaannya, Jurnal Media Hukum, Vol. 16, No. 3, Desember 2009, hlm. 442.
60 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 185-186.
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2. Konsep Pelayanan Publik

Secara etimologi pelayanan publik terdiri dari dua Kkata, yaitu
pelayanan, dan publik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani,
tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan
pengguna.’! Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan
baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.%?

Adapun secara normatif, Pelayanan Publik sebagai suatu konsep

hukum dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (UU No. 25/2009) yang menegaskan sebagali
berikut:
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.”

Pada tataran doktrin, sebagaimana diuraikan melalui Lembaga

Administrasi Negara, yang menjelaskan makna dari Pelayanan publik yaitu

o1 Moenit A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 2008, hlm. 26-27.
62 Inu Kencana Syafi’ie, Pengantar Iimn Pemerintahan, Jakarta: PT. Pertja, 1999, hlm. 5.
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“Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan
BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat.”®® Adapun menurut Herry Wibaya, pelayanan publik
atau pelayanan umum dapat dideGinisikan sebagai segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan Kketentuan peraturan
perundang-undangan. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan
profesional.%*

Adapun kewajiban dalam melakukan pelayanan publik, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 25/2009, adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Oleh karena itu, menurut Hardiansyah, suatu pelayanan publik dapat

diselenggarakan oleh organisasi publik maupun swasta dalam pemenuhan

03 ErwanAgus Purwanto, et.al., Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayanan Publik, Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara, 2017, hlm. 8.

4 Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudabhkah Berlandaskan Konsep “Welfare State’?, Jurnal
Konstitusi, Vol. 11, No. 3, 2014, hlm. 433.
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kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik

yang pada prisipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.®

Penyelenggara pelayanan publik, dalam menjalankan fungsinya,
berdasarkan UU No. 25/2009 memiliki tujuan yang wajib untuk dipenuhi,
yaitu sebagai berikut:

a.  Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;

b.  Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

c.  Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

d.  Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5 Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Y ogyakarta: Gava Media,
2011, hlm. 11.
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Sedangkan, menurut Abdul Chalik, tujuan pelayanan publik yaitu:
pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua; terwujudnya sistem
penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan dan koperasi yang baik; Ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan Keempat,
terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.®®

Guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, maka
setiap penyelenggara pelayanan publik, berdasarkan Pasal 4 UU No. 25/2009,
harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip (asas-asas) hukum yang telah
ditetapkan, yaitu:

a.  Kepentingan umum;

b.  Kepastian hukum;

C. Kesamaan hak;

d.  Keseimbangan hak dan kewajiban;
e.  Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

% Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, Pe/ayanan Publik Tingkat Desa, Y ogyakarta: Interpena, 2015,

hlm. 18.
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h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

J. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k.  Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Ketentuan dalam UU No. 25/2009 tersebut, memiliki aturan tehnis

sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara

Nomor 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003, yang pula menentukan prinsip dari

pelayanan publik, yaitu:

1.  Kesederhanaan, Prosedur/ tata cara pelayanan publik tidak berbelitbelit,

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2.  Kejelasan, Adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

a.

Prosedur/ tata cara pelayanan umum, Persyaratan Pelayanan
umum, baik teknis maupun administrasi,

Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;

Rincian biaya/ tarif pelayanan umum dan tatacara pembayaran;
Hak dan Kewajiban baik dari pemberi maupun penerima
pelayanan umum  berdasarkan  bukti-bukti  penerimaan
permohonan/ kelengkapan sebagai alat untuk memstikan mulai

dari proses pelayanan umum hingga kepenyelesaiannya;
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e.  Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat
sesuatu yang tidak jelas, dan atau tidak puas atas playanan yang
diberikan kepada masyarakat (pelanggan).

Kepastian Waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan

sah.

Keamanan, Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman

dan kepastian hukum.

Tanggung Jawab, Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau

pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

Kelengkapan sarana dan prasarana, Tersedianya sarana dan prasarana

kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

(telematika).

Kemudahan Akses, Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan

teknologi telekomunikasi dan informatika.
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10.

Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, Pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas.

Kenyamanan, Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan
sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti
parker, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang berkualitas harus ada unsur-unsur pelayanan publik

yang terpenuhi sehingga aktifitas tersebut dapat dikatakan aktifitas pelayanan

publik, yaitu antara lain:

1.

Sistem, prosedur, dan metode. Artinya dalam pelayanan publik harus
ada sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung
kelancaran dalam memberikan pelayanan;

Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur. Maksudnya
adalah bahwa dalam pelayanan publik aparatur pemerintah sebagai
personil pelayanan harus prefesional, disiplin, dan terbuka terhadap
kritik, saran, dan nasehat dari pelanggan dan masyarakat;

Sarana dan prasarana. Artinya dalam pelayanan publik diperlukan
peralatan, ruang kerja dan fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang

tunggu, tempat parkir, kotak saran, WC, dan lain-lain; dan
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4. Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan pulblik masyarakat
sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun
perilakunya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pada dasarnya, sebagaimana
telah dikemukakan oleh Nuriyanto, bahwa pemberian pelayanan publik oleh
aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari
fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kedudukan aparatur
pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena
akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan
menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik
sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi

rakyatnya sebagaimana tertuang dalam konsep “welfare state”.®’

B. Pendekatan limu Sosial dan Linguistik
1.  Pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK)
Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) merupakan
metode baru di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya. Simposium
yang diadakan selama dua hari di Amsterdam, pada Januari 1991 dihadiri oleh

T. van Dijk, N. Fairclough, G. Kress, T. van Leeuwen dan R. Wodak dianggap

7 Nuriyanto, Op.cit., hlm. 432-433.
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meresmikan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai metode penelitian dalam
ilmu-ilmu sosial dan budaya. Mereka mendiskusikan kesamaan dan
perbedaan teori serta metode masing-masing untuk dapat menjadi titik-tolak
pengembangan AWK. Mereka bersepakat untuk menerima 3 (tiga) postulat
AWK, yaitu pertama, semua pendekatan harus berorientasi ke masalah sosial,
maka menuntut pendekatan lintas-ilmu; kedua, keprihatinan utama adalah
mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematik data
semiotik (tulisan, lisan atau visual); dan ketiga, selalu reflektif dalam proses
penelitian, artinya mengambil jarak untuk memeriksa nilai dan ideologi
peneliti. Sehingga, menurut Haryatmoko, pendekatan ini membuka perspektif
yang lebih luas untuk memecahkan masalah ketidakadilan, dominasi atau
diskriminasi.®®

Pandangan yang sama pula dikemukakan oleh Van Dijk menyatakan
bahwa “Critical discourse analysis (CDA) is a type of discourse analytical
research that primarily studies the way social power abuse, dominance, and
inequality are enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social
and political context. Jadi, AWK adalah suatu jenis penelitian analisis wacana
yang menitikberatkan kepada kajian bagaimana penyalahgunaan kekuasaan,
dominasi, dan ketidaksetaraan dibuat, diproduksi, dan ditolak melalui teks

atau lisan di dalam konteks sosial dan politik.5®

9 Haryatmoko, Analisis Wacana Kritis (Critical Disconrse Analysis), Depok: Rajawali Press, 2019, hlm. 1-2.
0 Umar Fauzan, Analisis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills, Jurnal PENDIDIK, Vol. 6, No. 1,

2014, hlm. 1.
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Analisis wacana kritis merupakan metodologi dalam paradigma kritis,
yang melihat bahwa media bukanlah saluran yang bebas dan netral. Media
justru dimiliki oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi
kelompok yang tidak dominan.”® Adapun ciri-ciri pendekatan AWK adalah
sebagai berikut:"

1.  Tindakan
Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Atau wacana juga dipahami
sebagai bentuk interaksi. Jadi wacana merupakan sesuatu yang
bertujuan, misalnya apakah untuk mempengaruhi, mendebat,
membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Wacana juga merupakan
sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol.

2. Konteks
Dalam analisis wacana, pula memeriksa konteks dari komunikasi
seperti siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa;
dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana
perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk
masing-masing pihak. Sehubungan dengan konteks dalam wacana,
Fillmore mengungkapkan betapa pentingnya peran konteks untuk
menentukan makna suatu ujaran, bila konteks berubah maka berubah

pula maknanya. Adapun dalam membedakan konteks pada pemakaian

70 Rengganis Citra Cenderamata dan Nani Darmayanti, Analisis Wacana Kritis Fairclongh Pada Pemberitaan Selebritis
di Media Daring, Jurnal Literasi, Vol. 3, No. 1, April 2019, hlm. 2.

" Subur Ismail, Analisis Wacana Kritis: Altenatif Menganalisis Wacana, Jurnal BAHAS, No. 69, Th. XXXV, 2008,
hlm. 2-3.
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bahasa menjadi empat macam: (1) konteks fisik yang meliputi tempat
terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang
disajikan dalam peristiwa komunikasi itu, dan tindakan atau perilaku
dari para peran dalam komunikasi itu; (2) konteks epistemis atau latar
belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pembicara
maupun pendengar; (3) konteks linguistik yang terdiri dari kalimat-
kalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan
tertentu dalam peristiwa komunikasi; dan (4) konteks sosial yaitu relasi
sosial dan latar setting yang melengkapi hubungan antara pembicara
(penutur) dengan pendengar.

Historis

Untuk dapat memahami suatu wacana teks maka dapat dilakukan
dengan memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Oleh
karena itu pada saat menganalisis perlu dimengerti mengapa wacana
yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang
dipakai seperti itu, dan sebagainya.

Kekuasaan

Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau
apapun dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep
kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan
masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan wacana dapat dilihat dari

apa yang dinamakan kontrol. Kontrol dalam suatu wacana dapat berupa

49



kontrol atas konteks, dan kontrol terhadap struktur wacana. Kontrol atas
konteks misalnya dapat dilihat dari siapa yang boleh atau harus bicara
sedangkan posisi yang lain sebagai pendengar atau yang mengiyakan.
Sedangkan kontrol terhadap struktur wacana dapat dilihat dari
seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat menentukan
bagian mana yang perlu ditampilkan dan bagian mana yang tidak serta
bagaimana ia harus ditampilkan.
5. Ideologi
Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk
mempersuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki
agar terlihat absah dan benar dimata khalayak. Suatu teks, percakapan
dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi tertentu. Menurut teori-
teori ideologi dikatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang
dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi
mereka. Strategi utamanya adalah dengan membangun kesadaran
khalayak bahwa dominasi itu dapat diterima secara taken for granted.
Lebih lanjut Eriyanto menyebutkan beberapa konteks yang penting
karena berpengaruh terhadap produksi wacana. Secara umum, konteks
tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas
sosial, etnik, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan
wacana. Kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi

pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna
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untuk mengerti suatu wacana. Setting, seperti tempat privat atau publik,
dalam suasana formal atau informal, atau pada ruang tertentu akan
memberikan wacana tertentu pula. Berbicara di ruang pengadilan berbeda
dengan berbicara di pasar, atau berbicara di rumah berbeda dengan berbicara
di ruang kelas, karena situasi sosial dan aturan yang melingkupinya berbeda,
menyebabkan partisipan komunikasi harus menyesuaikan diri dengan

konteks yang ada.

Pendekatan Semiotika Roland Barthes

Hal yang pertama yang perlu diklarifikasikan terlebih dahulu adalah
mengenai penggunakan istilah “Semiotika”. Roland Barthes adalah seorang
filsuf linguistik yang mengikuti pola pemikiran dari Ferdinand de Saussure
ketika berbicara mengenai semiotika. Namun demikian, Saussure sebenarnya
tidak menggunakan istilah “semiotika” dalam teorinya, demikian pula Roland
Barthes. Keduanya menggunakan istilah “Semiologi”, sedangkan istilah
“Semiotika” itu sendiri lebih dikenal secara luas sebagai suatu teori yang
dikembangkan olen Charles Sander Pierce di Amerika. Dalam
perkembangannya, istilah ‘semiotika’ lebih diminati untuk digunakan sebagai
suatu ilmu yang mengkaji tentang tanda dalam konteks bahasa dan
komunikasi.

Semiotika dan Semiologi, dalam konteks bahasa dan berbahasa,

sebenarnya sudah tidak lagi diperdebatkan penggunaannya, oleh karena, pada
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ranah praxis linguistik, keduanya Dbersifat komplementer. Walaupun,
sebenarnya antara Saussure dan Pierce tidak pernah terjalin hubungan
diskursus terkait hal tersebut. Artinya, kemuncullan konsep “semiotika” dan
“semiologi” bukanlah berasal dari suatu kritik atas satu dengan yang lainnya.
Hal tersebut disebabkan kemuncullan konsep tersebut berada dalam ranah
keilmuan yang berbeda. Konsep Semiologi muncul dari ranah Filsafat
Signifikansi—demikian pula Roland Barthes, sedangkan konsep Semiotika
muncul dari ranah Logika Pragmatisme dan Matematika. Oleh karena itu,
dalam penelitian ini, Kami pun tidak akan mempermasalahkan mengenai
penggunaan istilah “semiologi” ataukah “semiotika”, namun Kami berbasis
kepada penggunaannya secara umum dalam ranah linguistik.

Semiologi atau Semiotika, menurut Roland Barthes yang mengadopsi
pendapat Saussure, yang mendalilkan adanya tanda-tanda umum, atau
semiologi, yang linguistiknya hanya akan membentuk satu bagian. Oleh
karena itu, Semiologi bertujuan untuk mengambil sistem tanda apa pun, apa
pun substansi dan batasannya; gambar, gerak tubuh, suara musik, objek, dan
asosiasi kompleks dari semua ini, yang membentuk isi dari ritual, konvensi
atau hiburan publik: ini merupakan, jika bukan bahasa, setidaknya sistem
penandaan.”® Sehingga, bagi Roland Barthes, Semiologi merupakan ilmu
pengetahuan mengenai sistem tanda. Namun demikian, Semiologi pun

merupakan metode fundamental untuk kritik ideologi dalam budaya

72 Roland Barthes, Elements of Semiology, New York: Hill and Wang, 1967, hlm. 9.
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modern®, yang kemudian dikenal dengan Teori Mitos (Mythology). Roland
Barthes tidaklah mempersoalkan pemaknaan terhadap konsep ideologi itu
sendiri, namun ia mempermasalahan secara metodologis dari bekerjanya
ideologi yang menjadi pemaknaan umum baik secara sinkronik maupun
diakronik (penyejarahan).’

Guna memahami Semiologi Roland Barthes, tentunya perlu
pemahaman yang baik terhadap elemen-elemen semiologi itu sendiri, dimana
terdapat 4 (empat) elemen, yaitu (1). Langue dan Parole; (2). Signifier
(Penanda/Citra Bunyi) dan Signified (Petanda/Makna/Meaning); (3).
Sintagma dan sistem; dan (4). Denotasi dan Konotasi.” Elemen pertama yaitu
langue dan parole merupakan elemen yang penting untuk memahami dan
menganalisis suatu teks dan tuturan dalam kerangka kerja semiologi, yang
dipinjamnya dari Saussure.

Adapun yang membedakan antara Barthes dan Saussure adalah bagi
Saussure, elemen pertama tersebut merupakan keadaan dikotomi. Sedangkan,
bagi Barthes, elemen pertama tidaklah bersifat dikotomi namun bersifat
dialektika. Walaupun, Barthes tetap mengadopsi pemaknaan yang sama
dengan Saussure bahwa langue merupakan suatu sistem sosial bahasa yang
‘mengada’ melalui konsensus dan konvensi sosial dan parole adalah model

penyimpangan dari langue dalam bentuk tindak tuturan yang bersifat

73 Roland Barthes, Mythologies, New York: Hill and Wang, 1972, hlm. 9.
7 Ibid, hlm. 112.
5 Roland Barthes, Elements of....Op.cit., hlm. 12.
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individualis dari subjek penuturnya.” Namun, bagi Barthes, tidak ada parole
tanpa langue, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena, langue merupakan
sistem nilai yang murni abstrak dan diaktualisasikan melalui parole dengan
mekanisme yang tak terbatas.”” Pandangan dari Barthes inilah yang kemudian
merevisi pandangan dari Saussure, yang semula kajian linguistik merupakan
bagian dari Semiologi, menjadi kajian Semiologi merupakan kajian dari
linguistik secara umum.

Perbedaan lain yang cukup signifikan, adalah berkaitan dengan
elemen keempat yaitu Denotasi dan Konotasi. Tahapan pemaknaan bagi
Saussure, hanya berhenti sampai pada makna denotasi saja. Namun, bagi
Barthes, makna denotasi merupakan pijakan awal untuk sampai kepada
makna konotasi. Artinya, makna denotasi merupakan unsur primer atau unsur
yang melandasi makna konotasi tersebut.”

Tentunya, bagi Illmuwan Hukum, wuraian di atas cukup
membingungkan, oleh karena, memang tidak diajarkan secara ilmiah dan
sistematis dalam kurikulum Fakultas Hukum. Namun, pada hakikatnya,
pengetahuan tentang bahasa dan berbahasa—khususnya bahasa hukum,
secara intuisi masuk ke dalam setiap pengajarannya. Hanya saja, sebagai

akibat dari pemurnian ilmu, akhirnya memunculkan jargoon-jargoon yang

76 Ibid, hlm. 13.
77 1bid, hlm. 15-16.
78 Kaelan, Filsafat Babasa, Semiotika, dan Hermenentika, Y ogyakarta: Paradigma, 2009, hlm. 205.
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baru dan menjadi sangat berbeda dengan ilmu dasarnya, sebagai ciri khas dari

ilmu tersebut.”®

3. Pendekatan Sosiologi Kritis Pierre-Felix Bourdieu

Bourdieu merupakan salah seorang tokoh sosiologi kultural. Bourdieu
juga disebut sebagai sosiolog, antropolog, etnolog. Pemikirannya banyak
dipengaruhi para pemikir: Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Marx,
Durkheim, Max Weber, Picasso, Franz Fanon, Jeane Paul Sartre, Huserl,
Sausure, Levi Strauss, Wittgenstein, Martin Heidegger, Michel Foucault, dan
lain-lain. Berdasarkan pendapat para tokoh ini, Bourdieu meramu menjadi
suatu pemikiran baru yang disebut dengan metode strukturalisme-konstruktif.
Melalui metode ini, Bourdieu menyintesiskan antara teori yang terlalu
menekankan struktur dan objektifitas dengan teori yang menekankan peran
aktor dan subjektifitas.®

Untuk mengatasi  dilema  subjektivis-objektivis,  Bourdieu
memusatkan perhatiannya pada praktik yang dilihatnya sebagai akibat dari
hubungan dialektis antara struktur dan agensi. Praktik (sosial) tidak
ditentukan secara objektif dan bukan pula merupakan produk dari kehendak
bebas. Melakukan refleksi atas minatnya pada dialektika antara struktur

dengan cara orang mengkonstruksi realitas sosial. Bourdieu memberi label

7 Lilis Hartini, Bahasa & Produk Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 8; Lihat pula: Rocky Marbun,
“Parole Sebagai Alat Komunikasi Dalam Praktik Peradilan Pidana”, Jurnal USM Law Review, 3, 1 (2020), hlm. 9.
80 Mangihut Siregar, Teori “Gado-Gado” Pierre-Felix Bourdien, Jurnal Studi Kultural, Vol. I, No. 2, 2016, hlm. 79.
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kepada orientasinya dengan konsep struktural konstruktivis, konstruktivisme
strukturalis, atau strukturalisme genetis, yang didefinisikan sebagai analisis
atas struktural objektif yang berada pada arena berbeda, tidak dapat
dipisahkan dari analisis genesis, dalam individu biologis, dari struktur mental
yang pada batas-batas tertentu merupakan produk dari perpaduan struktur
sosial; yang juga tidak dapat dipisahkan dari analisis struktur sosial ini: ruang
sosial, dan kelompok yang menguasainya, adalah produk dari perjuangan
historis (yang di dalamnya agen berpartisipasi menurut posisi mereka dalam
ruang sosial dan menurut struktur mental yang mereka gunakan untuk
memahami ruang ini).5!

Instrumen utama yang dipergunakan oleh Bourdieu dalam memahami
realitas sosial—yang kemudian merupakan produk dari Bourdieu berupa
Teori Praksis Sosial, adalah konsep habitus dan konsep arena (field), juga
strategi untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan.®? Sedangkan,
menurut Elly Prihasti Wuriyani, gagasan dasar Bourdieu mengkristal dalam
beberapa konsep umum, yaitu habitus, kapital (modal), arena (field),
distinction, kekuasaan simbok dan kekerasan simbol. Gagasan-gagsan
dimaksudkan untuk menjembatani antara teori dan tindakan. Pada awalnya,
la percaya bahwa yang ilmiah identik dengan bebas nilai, akhirnya,

mendobrak kebuntuan moralisme bebas nilai itu untuk terlibat di arena

81 Mohammad Adib, Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdien, Jurnal BioKultur, Vol. 1, No. 2, 2012,
96.

82 Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Pengnasa, Majalah BASIS, No. 11-12, Tahun ke-52, November-
Desember, 2003 hlm. 9.
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politik. Menurut Bourdieu, ilmu sosial harus mampu menganalisis
mekanisme dominasi agar bisa menjadi instrumen pembebasan bagi mereka
yang didominan.®

Habitus, dalam bahasa Latin, adalah sesuatu yang bukan alamiah
[non-natural], seperangkat karakter yang diperoleh sebagai hasil dari kondisi-
kondisi sosial dan oleh karena itu dapat secara penuh atau sebagian sama pada
orang-orang yang adalah produk dari kondisi-kondisi sosial yang sama
(seperti individu-individu yang menempati posisi petty bourgeois dalam
masyarakat atau pada era yang berbeda). Terdapat perbedaan lain yang
mengikuti fakta bahwa habitus bukanlah sesuatu yang alamiah atau bawaan
lahiriah. Menjadi sebuah produk dari sejarah, yaitu tentang pengalaman sosial
dan pendidikan, berarti dapat diubah oleh sejarah, yaitu oleh pengalaman-
pengalaman, pendidikan atau pelatihan baru (yang menerapkan aspek-aspek
dari apa yang tetap tak sadar dari habitus dapat sebagian dibentuk secara sadar
dan eksplisit). Disposisi-disposisi adalah jangka panjang. Mereka cenderung
melestarikan, mereproduksi dirinya, tapi mereka tidak abadi. Mereka dapat
dibuat oleh sejarah tindakan intensional dan kesadaran dan menggunakan
perangkat-perangkat pedagogis. (Sebuah contoh adalah pembetulan atas
aksen pengucapan.) Sebuah habitus bahasa, misalnya, adalah sebuah produk

dari pendidikan primer dan tidak dapat sepenuhnya dibetulkan meskipun

8 Elly Prihasti Wuriyani, Mengenalkan Pemikiran Pierre Bonrdien Untnk Sastra, Jurnal Edukasi Kultural: Jurnal
Bahasa, Sastra, dan Budaya, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 4.
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seseorang sudah berusaha. Ini sama dengan kebiasaan etis. Setiap dimensi
dari habitus adalah sangat sulit untuk berubah, tapi dia dapat diubah melalui
proses penyadaran dan usaha pedagogis.®*

Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengan nya orang
berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkain skema
terinternalisasi yang mereka gunakan untuk meresepsi, memahami,
mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Berdasarkan skema tersebut,
orang menghasilkan praktik mereka, memersepsi dan mengevaluasinya.
Secara dialektis, habitus adalah produk dari internalisasi struktur dunia sosial
sebenarnya kita dapat menganggap habitus sebagai akal sehat mereka
merefleksikan pembagian objektif dalam struktur kelas, seperti kelompok
usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari
ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang panjang. Jadi, habitus
bervariasi tergantung pada sifat posisi seseorang di dunia tersebut, tidak
semua orang memiliki habitus yang sama. Namun, mereka yang menempati
posisi sama di dunia cenderung memiliki habitus yang sama.®

Pendefisinisian yang lebih sederhana dan mudah dipahami, dimana
menurut Fachruddin Faiz, habitus adalah nilai-nilai yang dihayati oleh
manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung

lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang

8 Pierre Bourdieu, Habitus: Sebuah Perasaan atas Tempat, (Pent: Anton Novenanto), Jurnal Kajian Ruang Sosial-
Budaya, Vol. 1, No. 2,2018, hlm. 155. (DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2018.001.2.03)

85 George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori
Sosial Postmodern, Y ogyakarta: Kreasi Wacana, 2009, hlm. 581.
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menetap di dalam diri manusia tersebut, serta menjadi pola perilaku fisik, dan
cara berpikir yang dihayati, berasal dari lingkungan sekitarnya.%®

Habitus dipahami sebagai dasar alamiah kepribadian individu yang
berfungsi sebagai benturan perilaku dari lingkungan sekitarnya, sehingga
habitus didefinisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang
memungkinkan agen-agen menghasilkan keberpihakannya kepada praktik-
praktik yang telah di adaptasi atau di sesuaikan dengan perubahan situasi
yang terus terjadi, intisari dari hal ini adalah sejenis improvisasi yang teratur.
Habitus yang ada pada waktu tertentu telah diciptakan sepanjang perjalanan
sejarah: Habitus, produk sejarah, menghasilkan praktik individu dan kolektif,
dan sejarah, sejalan dengan skema yang digambarkan oleh sejarah. Habitus
yang termanifestasikan pada individu tertentu diperoleh dalam proses sejarah
individu dan merupakan fungsi dari titik tertentu dalam sejarah sosial tempat
ia terjadi.

Selain konsep habitus dalam mengkonstruksikan Teori Praksis Sosial,
adalah konsep kapital (modal). Konsep ini penting untuk dibahas, oleh
karena, trilogi konsep berupa habitus, kapital, dan arena (field) tidak dapat
dipisahkan untuk sampai kepada Dominasi Simbolik yang menjadi
komponen dalam teori yang digagas oleh Bourdieu. Perspektif yang khas

seperti inilah yang kemudian membuat pikiran-pikiran Bourdieu bisa

86 Fachruddin Faiz, Pierre Bourdien, Makalah disampaikan pada Forum Ngaji Filsafat, Edisi: Posmodernisme,
Seri 63, yang diselenggarakan di Masjid Jendral Sudirman, Yogyakarta, 14 Januari 2015, Sumber:

https:

www.youtube.com/watch?v=hz1WOkzV-Ws, diakses 17 Januari 2021.
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digunakan untuk menjelaskan beragam fenomena, atau tepatnya digunakan
untuk membongkar atau menyingkap dominasi (praktik kuasa) yang ada di
dalam beragam ranah, mulai ranah politik, budaya, akademis, sastra,
kesenian, jurnalistik dan sebagainya. Bahkan perspektif yang dikembangkan
Bourdieu ini kemudian mampu menyingkap kepentingan-kepentingan
dominatif di balik apa yang disebut ideologi bakat dan selera budaya.®’
Konsep kedua yang digunakan untuk mengkonstruksikan Teori
Praksis Sosial oleh Bourdieu adalah modal atau kapital (capital). Modal
(capital) merupakan sebuah kosentrasi kekuatan spesifik yang beroprasi di
dalam ranah. Setiap ranah menuntut individu untuk memiliki modal-modal
khusus agar dapat hidup dengan baik dan bertahan di dalamnya. Menurut
Bourdieu, ciri penting modal yaitu: modal terakumulasi melalui investasi,
bisa diberikan pada yang lain melalui warisan, memberi keuntungan sesuai
dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan
penempatannya. Jenis modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbol. Modal
ekonomi (produksi dan material). Modal sosial melalui hubunga-hubungan
dan jaringan untuk penentuan dan produksi kedudukan sosial. Modal budaya,
keseluruah kualifikasi intelektual yang diproduksi secara formal maupun
warisan (tatakrama, cara berbicara, sopan santun). Modal simbolis: kekuasan

yang memungkinkan untuk mendapatkan kesetaraan dengan melalui

87 Nanang Krisdinanto, Pierre Bourdien, Sang Juru Damai, Jurnal KANAL, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 190.
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kekuasaan fisik (perumahan mewah, mobil mewah). Modal akan
dipertaruhkan dan diperebutkan dalam arena pertarungan.®

Konsep ketiga dari Teori Praksis Sosial adalah field atau arena,
dimana Bourdieu menjelaskan, merupakan suatu ruang sosial atau ruang
kompetitif yang memuat beragam interaksi, transaksi, atau peristiwa. Apabila
dianalogikan, arena seperti permainan (game) sepak bola karena memiliki
aturan, sejarah, pemain unggulan, legenda, dan pengetahuan. Di arena sosial,
ada posisi-posisi agen sosial (manusia atau institusi), ada keterbatasan
terhadap apa yang boleh/tidak, ada doksa (aturan-aturan yang tidak
dipertanyakan lagi karena dianggap wajar). Dalam arena sosial pula, ada
kompetisi seperti permainan sepak bola. Agen-agen sosial menggunakan
ragam strategi guna memertahankan atau mengimprovisasi posisi mereka
yang terhubung dengan habitus dan capital &

Lebih lanjut, Bourdieu menjelaskan bahwa arena adalah sebuah
semesta sosial sesungguhnya, tempat terjadinya—sesuatu hukum-hukum
tertentu—akumulasi bentuk-bentuk modal tertentu, sekaligus tempat relasi-
relasi kekuasaan berlangsung. Semesta ini adalah tempat bagi pergulatan
yang sepenuhnya spesifik, khususnya yang terkait dengan pertanyaan siapa
yang menjadi bagian dari semesta, siapa penulis sesungguhnya, dan siapa

yang tidak. Peristiwa-peristiwa demografi, ekonomi, atau politis selalu

8 Elly Prihasti Wuriyani, Op.ciz., hlm. 6.
8 Nur lka Fatmawati, Pierre Bourdien dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik, Jurnal Politik dan Sosial
Kemasyarakatan, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 57.
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diterjemahkan ulang menurut logika spesifik arena, dan melalui perantara
peristiwa-perisiwa itu bertindak menurut logika perkembangan karya. Arena
merupakan sistem hubungan (relasi) berpikir berdasarkan arena berarti
berpikir relasional.®

Berdasarkan ketiga konsep tersebut lah, menurut Fachruddin Faiz,
kehidupan praksis sosial terdiri dari habitus, capital dan field, yang pada
akhirnya akan memunculkan apa yang disebut sebagai ‘dominasi simbolik’.
‘Dominasi Simbolik’ adalah penindasan dengan menggunakan simbol-
simbol. Penindasan ini tidak dirasakan sebagai penindasan, tetapi sebagai
sesuatu yang secara normal perlu dilakukan. Artinya, penindasan tersebut
telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang ditindas itu sendiri. Lebih
lanjut dijelaskan, bahwa pada akhirnya dialektika habitus, capital, dan field
berdialektika pula dengan dominasi simbolik. Artinya, dominasi simbolik

tersebut akan mengontrol habitus, capital, dan field.%

C. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) Dalam Sistem Ketatanegaraan
di Indonesia

Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), tidak dapat

hanya dikaji secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia saja. Namun, aspek politik

% Elly Prihasti Wuriyani, Op.ciz., hlm. 5.
91 Fachruddin Faiz, Loc.cit.

62



hukum yang muncul pada era reformasi turut memberikan pengaruh munculnya
KKRI bersamaan dengan diundangkannya UU No. 16/2004 tersebut. Dimana,
politik hukum yang berkembang pada saat itu adalah berkaitan dengan upaya untuk
membangun mekanisme check and balances dalam struktur ketatanegaraan dan sistem
pemerintahan Indonesia yang demokratis diterapkan dalam ruang lingkup yang sangat
luas. Mekanisme checks and balances diterapkan dalam konteks relasi segenap organ
negara baik organ negara utama maupun organ-organ negara penunjang (auxiliary state
organ).®? Pembentukan organ negara penunjang (auxiliary state organ) adalah trend
baru dalam kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan negara di Indonesia
pasca amademen UUD NRI 1945. Organ-organ negara penunjang adalah organ negara
yang menjalankan kekuasaannegara yang tidak serta merta termasuk dalam kategori
salah satu cabang kekuasaan menurut doktrin Klasik Trias Politica Montesquieu.

Salah satu organ negara penunjang (auxiliary state organ) adalah Komisi
Kejaksaaan yang juga di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden. Pembentukan Komisi
Kejaksaan masih berkaitan dengan upaya membangun mekanisme check and balances
di antara organ-organ negara dalam lingkungan kekuasaan eksekutif.%® Hal tersebut
menunjukan bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu organ
pemerintahan yang melaksanakan perintah Undang-undang.

Pada Pasal 38 UU No. 16/2004 menegaskan “Untuk meningkatkan kualitas

kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan

92 Hotma P. Siubea dan Elfrida Ade Putti, Dasar Hukum Dan Kedudnkan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi
Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6, No.
2, 2020, hlm. 134.

93 Ibid., hlm. 135.
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kewenangannya diatur oleh Presiden.” Maka, Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia memiliki fungsi yang utama yaitu pengawasan terhadap kualitas kinerja
kejaksaan.

Menurut Soemarno, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang
berperan penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari struktur
hukum dalam sebuah sistem hukum, kejaksaan memiliki kedudukan yang sentral
dan strategis di dalam Negara hukum. Kejaksaan menjadi filter bahkan lebih tegas
supervisor antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, dan
eksekusi penetapan dan putusan pengadilan sehingga keberadaannya di dalam
kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.
Lembaga kejaksaan memiliki kedudukan yang sangat dominan dalam sistem
peradilan pidana.®* Berbasis kepada posisi dominan tersebut, UU No. 16/2004
memunculkan organ negara penunjang (auxiliary state organ) yang memiliki fungsi
sebagai pengawas.

Kemuncullan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) pula disebabkan
adanya kebuntuan pengawasan melalui mekanisme pengawasan internal yang sejak
dahulu telah dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, namun masyarakat

berpandangan bahwa model mekanisme tersebut tidak maksimal.®® Oleh karena itu,

94 Soemarno, Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dan Mekanisme Kerja Dalam Meningkatkan Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia, Seminar dengan dengan tema “Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dan
Mekanisme Kerja Dalam meningkatkan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia” tanggal 8 Nopember 2018,

him. 5.

% Aditya Rakatama, Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwnjudan Partisipasi Publi Dalam Rangka Pengawasan 1Lembaga
Kejaksaan, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Univ. Diponegoro, 2008, hlm. 49.
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melalui Law Summit 11l pada 16 April 2004, muncul suatu kesimpulan bahwa
dibutuhkan pengawasan dari eksternal.%®

Ketentuan dalam Pasal 38 UU No. 16/2004 tersebut, kemudian
dikonkretkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia (PERPRES No. 18/2011), dimana sebelumnya
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan
Republik Indonesia.

Merujuk kepada Pasal 3 angka a PERPRES No. 18/2011 yang menegaskan
“Komisi Kejaksaan mempunyai tugas: Melakukan pengawasan, pemantauan dan
penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan kode etik.” Menurut Soemarno, salah satu model pengawasan
eksternal adalah pengawasan melalui Laporan Pengaduan Masyarakat. Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima pengaduan masyarakat melalui
beberapa cara, diantaranya melalui surat/pos, email, telepon atau datang langsung
ke kantor KKRI. Selain menerima pengaduan masyarakat, KKRI juga dengan
inisiatif sendiri dapat memantau atau menindaklanjuti suatu kasus yang menjadi
atensi pimpinan atau menarik perhatian masyarakat. Sampai saat ini, laporan yang
banyak diterima oleh KKRI disampaikan melalui surat/pos. Setiap pengaduan yang
masuk diregister berdasarkan urutan waktu diterimanya pengaduan, selanjutnya

dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan penyelesaian selanjutnya.®’

% Ibid

97 Soemarno, Op.cit.,, hlm. 5.
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Pengawasan® terhadap lembaga-lembaga negara, dalam kaitannya dengan
asas negara hukum dan pelayanan publik, melalui suatu model partisipasi
masyarakat dalam pengawasan terhadap organ negara penunjang (auxiliary state
organ)—khususnya lembaga Kejaksaan, sangat menentukan. Dengan lahirnya,
Komisi Kejaksaan akan menjembatani masyakarat luas untuk menyampaikan
laporan aduan terhadap sikap / perilaku Jaksa / Pegawai Kejaksaan dalam

melaksanakan tugas dan Kewenangannya.

% Lampiran Instruksi Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Inpres Nomor 1 Tahun
1989 tanggal 20 Maret 1989 menegaskan “Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh
warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan
berupa sumbangan pikiran, saran gagasan atau keluhan / pengaduan yang bersifat membangun yang
disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung”.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat
sosiologis atau empiris untuk melihat persoalan sosial yang berdampak kepada
hukum di masyarakat. Penelitian ini diistilahkan dengan socio legal research, yaitu
perpaduan antara legal research (yuridis normatif) dan social research.
Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan
keterkaitan antara aspek-aspek hukum, dengan realitas dalam masyarakat. Dalam
konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri
atau isoterik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang
berkaitan dengan variable sosial lainnya.®®

Menurut Sulistyowati Irianto, hukum dapat diperlajari baik dari perspektif
ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi
sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan
ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Studi hukum di negara berkembang
memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial.
Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi
dan kasus hukum. Namun, pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman

tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana

9 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 34.
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hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Oleh karena itu, dibutuhkan
pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu
dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak
diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu
berada.®

Padahal pendekatan normatif terhadap hukum tidaklah sesempit ataupun
sekaku apa yang seringkali dibayangkan banyak orang. Dalam tulisan beberapa ahli
hukum seperti Tamanaha (2008), Smits (2007), Balkin (2000), Fargo (2006),
McConville dan Chui (2007), atau Sidharta (2000 dan 2009), digambarkan bahwa
pendekatan normatif tidaklah dapat dilepaskan dari pendekatan non-hukum yang
membangun konteks dari suatu aturan hukum. Smits menyebut pendekatan melalui
“konteks” yang melatar-belakangi hukum ini sebagai “external normative
approach”.1%t Meski secara normatif, hukum mengatur apa yang seharusnya
berlaku di dalam masyarakat, apa yang dilarang akan dikenai sanksi jika dilanggar,
namun untuk menentukan apa yang perlu diatur di dalam hukum, perilaku apa yang
seharusnya dilarang dan diberikan sanksi, perilaku apa yang harus dilakukan oleh
setiap anggota masyarakat, semuanya itu harus ditentukan melalui sebuah

pengamatan, kajian dan penelitian mendalam (pre-text).1%2

100 Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologis, dalam Sulistyowati Irianto &
Shidarta (Ed), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011

101 7. M. Smits, Redefining Normative 1egal Science: Towards An Argumentative Discipline, dalam M. Kamminga, F.
Grunfeld, & F. Coomans (Eds.), Methods of Human Rights Research, Intersentia, 2009, hlm. 50.

102 Tilis Mulyani, Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Edisi Khusus, 2010,
him. 42.
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B. Metode Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, model pendekatan
kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh
sejumlah individu dan sekelompok orang, dianggap berasal dari masalah sosial atau
kemanusiaan. Cara pandang penelitian kualitatif berfokus terhadap makna
individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.%®
Adapun model pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini
terdapat dua kelompok besar yang mewakili kelompok IImu Hukum dan kelompok
IImu Sosial, yaitu:
1. Pendekatan Kelompok Ilmu Hukum, terdiri dari:
a.  Pendekatan Konseptual;
b.  Pendekatan Undang-Undang.
2. Pendekatan Kelompok Ilmu Sosial, terdiri dari:
a.  Pendekatan Analisis Wacana Kritis;
b.  Pendekatan Semiotika;

c.  Pendekatan Sosiologi Kritis.

103 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Y ogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010, hlm. 4-5.
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Jenis dan Sumber Data

Pada model penelitian kombinasi ini, yaitu antara Ilmu Hukum dan llmus Sosial,

maka konsekuensi yang harus diemban adalah konsekuensi secara metodologis

yaitu penggunaan data penelitian yang pula bercampur antara data primer dengan

data sekunder. Dimana data primer merupakan data yang terdiri dari cara perolehan

studi lapangan baik yang berupa wawancara, angket, maupun survey online

menggunakan google form. Adapun penggunaan data sekunder—sebagai

konsekuensi dari pendekatan IImu Hukum, yang diperoleh dari studi kepustakaan

(library research) yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1.  Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

a.

b.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari bahan hukum yang memberikan

penjelasan kepada bahan hukum primer, yang biasanya terdiri dari artikel-
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artikel, buku-buku ataupun berbagai referensi menegenai bidang hukum yang
membahas tentang kekuasaan kehakiman;

3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari bahan hukum yang memberikan
penjelasan kepada bahan hukum primen dan sekunder dalam bentuk kamus

hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

D. Teknik Pengambilan Sampling

Konsekuensi dari penggunaan socio-legal research adalah dibutuhkannya
data primer yang diambil dari beberapa sampel. Sampel merupakan studi yang lebih
kecil yang diambil oleh peneliti dari sekelompok populasi yang lebih besar.
Penelitian kualitatif cenderung menggunakan sampel nonprobabilitas (non-
probability, sampling atau non-random sampling). Sampling bertujuan untuk
mengidentifikasi kasus-kasus, peristiwa-peristiwa, atau tindakan-tindakan untuk
diklarifikasikan agar memperolen pemahaman yang mendalam. Penelitian
kualitatif memfokuskan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang akan
membantu peneliti dalam mempelajari kehidupan sosial dalam konteks tertentu,%4

Adapun berkaitan dengan data primer yang didekati dengan pendekatan
kuantitatif, berasal dari data pelaporan yang diberikan kepada Tim Konsultan dari
KKRI dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi Awal.

104 \W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Tth Edition, London:
Pearson Education Limited, 2014, hlm. 219- 220.
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Populasi Awal (N) = 393 -->N = 391 karena nama Sdr.Muryanto dicatat 3x
pada laporan dengan nomor : 377,378,379, dengan tanggal yang sama : 22-
06-2021.

Pengelompokan dan coding.

Ada 4 (empat) jenis kelompok yang mengirim laporan pengaduan ke KKRI

a. Perorangan (n1) = 169.

b. Pengacara (n2). =102

. LSM (n3). =105
d. Diteruskan = 16
Total. = 391

Evaluasi kelompok : Relevansi (n) dengan tujuan penelitian.

n4 di eliminate karena tidak relevan dengan tujuan penelitian karena lembaga
tertentu tersebut hanya sekedar meneruskan laporan pengaduan yang
dialamatkan ke lembaga tersebut dan dikirimkan kembali ke KKRI karena
laporan tersebut tidak relevan dengan Tupoksi lembaga tersebut tetapi relevan
dengan tupoksi KKRI. Akibatnya : Populasi akhir menjadi N =391-16 =
375.

Waktu laporan pengaduan masyarakat ke KKRI : 02-01-2020 s/d 25-06-2020.
Terkait rencana Tim Peneliti untuk melakukan deep interview pada
responden, perlu dipertimbangkan kelengkapan unsur2 dari laporan

pengaduan tersebut : Nama, alamat rumah/kantor, alamat email, No telp
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kantor kantor, No. HP. Adapun yang tidak lengkap datanya dari masing-
masing kelompok (n1,n2,n3) tersebut : n1 = 71; n2=33; n3=32. Total =135.
Jadi, Polulasi terakhir (N) menjadi = 375-135= 240.

Dengan N = 240 maka komposisi responden pada masing-masing kelompok
menjadi : n1=98; n2=69; N3= 73-->Total =240.

Bila N=240 tidak semua di jadikan responden untuk deep interview, maka
harus dipilih responden tertentu namun tetap harus representatif dan tidak
bias. maka Tim Peneliti menggunakan Rumus TARO YAMANE guna

menjamin representatif data dan tidak bias :

Rumus untuk menentukan jumlah responden :

n= N

Nd2 + 1

N =Populasi = 240
n=Jumlah responden=25
d=Jumlah presisi (0,1).
Rumus untuk menentukan siapa saja yang terpilih untuk dilakukan
feel interview mewakili masing-masing kelompok :

| = N

N1,2,3,

nl =10 orang

n2 =7 orang
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N3 = 8 orang.

Total = 25 orang.

Berdasarkan rumus Interval diatas maka :

n1=98 -->terpilih = 10.

n2=68-->terpilih = 7

N3=73-->terpilih= 8

Total responden terpilih =25.

7. Adapun yang terpilih sebagai responden yang mewakili n1,n2, n3 adalah

nomor urut RSM masing-masing yaitu :

n1=5378-0005; 5416-0042; 5443-0070; 5474-0101; 5492-0119; 5515-0142,
5535-0162; 5557-0184; 5574-0201; 5590-0217. Total = 10.

n2=5394-0021; 5420-0047; 5444-0070; 5463-0090; 5483-0110; 5505-0132;
5565-0192. Total = 7 orang.

n3= 5375-0002; 5397-0024; 5426-0053; 5455-0082; 5481-0108; 5521-0148;
5544-0171; 5572-0199.

Oleh karena itu, untuk dapat menggunakan Rumus TARO YAMANE maka
harus dipastikan jumlah populasi (N) = 240. Berdasarkan hal tersebut, maka
penentuan kelompok populasi (n) adalah n1 =98; n2=69; n3=73. Adapun interval
dari masing-masing kelompok : n1=10; n2=7; n3=8. Sehingga, data primer dengan
pendekatan kuantitaif tersebut telah menemukan responden yang akan di lakukan
deep interview sebanyak 25 responden dengan nomor urut tertentu seperti tertera di

atas.
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Namun demikian, upaya memperoleh data primer tersebut, hingga terjadi
dua kali pergantian responden popoursive tersebut dinyatakan gagal. Oleh karena,
hingga penelitian ini diselesaikan, tidak ada satupun masyarakat yang pernah

melakukan pelaporan bersedia mengisi formulir kuisioner online tersebut.

Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian dengan metode socio-legal research membawa konsekuensi

adanya dua tehnik pengumpulan data, yaitu melalui studi kepustakaan (library
study) sebagai konsekuensi dari penelitian hukum yuridis normatif, dan penelitian
lapangan (field research) sebagai konsekuensi dari dipergunakannya Iimu-limu
Sosial. Adapun mengenai field research tersebut, Peneliti menggunakan aplikasi
google form untuk melakukan dan menyebarkan kuisioner secara online, yang
disasar sebagai berikut:
1.  Kelompok masyarakat umum, yang terdiri dari anggota masyarakat yang

tidak pernah bersinggungan dengan Hukum Pidana dan anggota masyarakat

yang pernah bersinggungan dengan Hukum Pidana. (Lampiran 1)

Proses penyebaran kuisioner online tersebut melalui berbagai media sosial

dari masing-masing Peneliti, yaitu antara lain:

a. Whatsapp Group Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi

Indonesia (MAHUPIKI);
b.  Whatsapp Group Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia

(APDHI);
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2.

f.

Whatsapp Group Perhimpunan Dosen llmu Hukum Pidana Indonesia
(DIHPA);

Instragram dari masing-masing Peneliti;

Whatsapp Group Dosen Fakultas Hukum dari masing-masing Peneliti;
dan

Lain-lain.

Kelompok masyarakat tertentu, yang terdiri dari:

a.

Kelompok Dosen/Akademisi Fakultas Hukum; (Lampiran 2)

Seorang Dosen memiliki 3 (tiga) tugas utama dalam melaksanakan

fungsinya yaitu Penelitian, Pengajaran dan Pengabdian yang dikenal

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, penting untuk

mengukur sejauh mana Dosen memiliki pengetahuan mengenai Komisi

Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) yang menjadi kewajibannya

untuk melakukan transfer knowledge kepada Mahasiswa Fakultas

Hukum.

Proses penyebaran kuisioner online tersebut melalui berbagai media

sosial dari masing-masing Peneliti, yaitu antara lain:

a.  Whatsapp Group Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi
Indonesia (MAHUPIKI);

b.  Whatsapp Group Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia

(APDHI);
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c.  Whatsapp Group Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana
Indonesia (DIHPA);

d.  Instragram dari masing-masing Peneliti;

e.  Whatsapp Group Dosen Fakultas Hukum dari masing-masing
Peneliti; dan

f. Lain-lain.

Kelompok Profesi Advokat. (Lampiran 3)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

(UU No. 18/2003), profesi Advokat sudah ditetapkan sebagai Penegak

Hukum yang memiliki kewajiban untuk mendampingi Kliennya guna

memperjuangkan hak hukumnya dalam proses peradilan pidana.

Sehingga, Advokat memiliki irisan fungsi terhadap Penuntut Umum.

Alasan kedua pemilihan kluster ini adalah setiap Advokat berasal dari

pendidikan tinggi dalam bidang Hukum, sehingga memiliki

pengetahuan terhadap Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh

karena itu, menjadi penting untuk mengetahui apakah pengetahuan

yang dimilikinya tersebut disampaikan kepada Klien dan pengalaman

empiriknya dalam membantu Kliennya pada proses pelaporan dan

pengaduan masyarakat.

Proses penyebaran kuisioner online tersebut melalui berbagai media

sosial dari masing-masing Peneliti, yaitu antara lain:
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f.

Whatsapp Group Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi
Indonesia (MAHUPIKI);

Whatsapp Group Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia
(APDHI);

Whatsapp Group Perhimpunan Dosen IImu Hukum Pidana
Indonesia (DIHPA);

Instragram dari masing-masing Peneliti;

Whatsapp Group Dosen Fakultas Hukum dari masing-masing
Peneliti; dan

Lain-lain.

Kelompok LSM/NGO. (Lampiran 4)

Pemilihan Kluster ini disandarkan kepada ruang lingkup LSM/NGO

dalam melakukan advokasi terhadap masyarakat yang terpinggirkan

dalam proses peradilan pidana. Sehingga, adalah penting untuk

mengetahui pendapatnya terhadap fungsi Komisi Kejaksaan Republik

Indonesia.

Proses penyebaran kuisioner online tersebut melalui berbagai media

sosial dari masing-masing Peneliti, yaitu antara lain:

a.

Whatsapp Group Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi
Indonesia (MAHUPIKI);
Whatsapp Group Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia

(APDHI);
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c.  Whatsapp Group Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana
Indonesia (DIHPA);
d.  Instragram dari masing-masing Peneliti;
e.  Whatsapp Group Dosen Fakultas Hukum dari masing-masing
Peneliti; dan
f. Lain-lain.
Adapun hasil dari survey online melalui google form tersebut adalah sebagai
berikut:
1.  Kelompok Masyarakat Umum
Jumlah Responden : 134 responden
2.  Kelompok Dosen/Akademisi Fakultas Hukum
Jumlah responden : 60 responden
3. Kelompok Profesi Advokat
Jumlah responden : 60 responden
4.  Kelompok LSM/NGO

Jumlah Responden : 7 responden

Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan
data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis. Oleh karena, dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif, maka metode yang tepat untuk menganalisis data ini
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menggunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang dikumpulkan dijelaskan atau

dideskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan

tahap-tahap seperti pemeriksaan data (editing), klasifikasi data, verifikasi data,

analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan

tersebut, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah

dimengerti dan diberi arti (interpretasi). Oleh karena, data yang terkumpul berupa

kalimat pernyataan dan berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat

diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat non-probabilitas (ditentukan secara

pasti/purposive), yaitu berasal dari penggolongan atau pengklasifikasian yang telah

ditentukan sendiri oleh Peneliti.
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Jadwal Penelitian

Kegiatan Penelitian ini dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender, dengan skema penelitian sebagai berikut:

PROPOSAL PENELITIAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

WAKTU (MINGGU)

KEGIATAN ] 3 3 1 5 6 7 3 LAPORAN
1 |Studi Literature
2 |Persiapan Materi Pendahuluan
3 |Pengambilan Sampling
4 |Pengumpulan Data Kemajuan/Antara
5 |Analisa Data
6 [Pengolahan Data Hasil Penelitian
7 |Penulisan Laporan Hasil Penelitian Akhir

*) Pelaksanaan Laporan Akhir (LP 3), didahului dengan mengadakan Focus Group Discussion secara terbatas, untuk

melengkapi laporan tersebut.
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Luaran Penelitian
Adapun luaran dari Penelitian yang telah disepakati adalah (1) Laporan Awal
sejumlah 5 eks; (2). Laporan Antara sejumlah 5 eks, dan (3) Laporan Akhir

sejumlah 20 eks.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia

Guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini, Kami telah
melaksanakan serangkaian penyebaran kuisioner secara acak dengan target adalah
masyarakat umum, yang dimulai dari tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal
31 Mei 2021. Adapun jumlah responden yang terkumpul sebanyak 134 orang yang
mengisi kuisioner tersebut.

Tujuan dari dilaksanakannya penyebaran kuisioner ini adalah guna melacak
pengetahuan masyarakat terhadap eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
(KKRI) sebagai institusi pengawas eksternal yang memperoleh kewenangan
atribusi berdasarkan Pasal 38 UU No. 16/2004 jo 18 Tahun 2011 tentang Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia (PERPRES No. 18/2011), dimana sebelumnya
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan
Republik Indonesia.

PERPRES No. 18/2011 memberikan hak dan kewenangan bagi Komisi
Kejaksaan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan
masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, Komisi Kejaksaan pun

memiliki beban dan tanggung jawab untuk melakukan peningkatan kesadaran
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hukum bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami hak dan kewajiban
masyarakat, dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana.

Pada point inilah, KKRI sebagai suatu organ negara penunjang (auxiliary
state organ), yang tunduk kepada kekuasaan eksekutif—dalam hal ini adalah
Pemerintah, menjalankan amanah dari UU No. 16/2004 dalam menjalankan fungsi
check and balancing system pada pelaksanaan fungsi pemerintahan—salah satunya,
yaitu fungsi pengawasan terhadap fungsi penegakan hukum yang merupakan
representasi dari fungsi mengayomi secara umum dari Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengacu kepada Pasal 29 ayat (1) Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan (PERPRES
No. 1/2007), maka Pemerintah—dalam hal ini adalah Komisi Kejaksaan, memiliki
kewajiban untuk menyebarluaskan eksistensi Komisi Kejaksaan itu sendiri, sebagai
suatu wujud keterbukaan dan menunaikan amanah dalam rangkaian peraturan
perundang-undangan yang berkaitan guna meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat akan hak dan kewajibannya.

Mengacu kepada kuisioner online melalui google form, terdapat 45% atau
sebanyak 109 responden (=setara 81,3%) dari 134 responden yang menjawab “YA”
mengetahui Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dimana mereka tahu akan
Komisi Kejaksaan RI berasal dari Media Online, dan urutan kedua adalah sebesar
25,7% yang tahu akan Komisi Kejaksaan berasal dari media Televisi, serta urutan

ketiga adalah sebesar 15,6% responden yang tahu akan Komisi Kejaksaan RI
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berasal dari Sosial Media (FB/Twitter/Instagram). Adapun diagramnya adalah

sebagai berikut:

DIAGRAM |

o1V
® Radio
Majalah/Koran/Buku
@ Media Online
@ Sosial Media (FB/Twitter/Insta
® Ruang lingkup sosial
@ Kunjungan ke kampus
@ Datang ke kantornya langsun

12V

@® Rekan

@ Internet

@ Tidak mengetahui
@ dosen

® FGD

@ Tv & sosail media

Yang menarik adalah ternyata hal yang mereka anggap ‘tahu’ tersebut,

ternyata tidaklah bersifat eksistensialis. Oleh karena, ketika menjawab pertanyaan:

“Menurut Anda, apakah fungsi dan ruang lingkup Komisi Kejaksaan Republik

Indonesia?” Maka, hanya sebanyak 59% atau setara 79 responden dari 134

responden yang memiliki pengetahuan secara eksistensialis terhadap Komisi

Kejaksaan Republik Indonesia. Artinya, dari 109 responden yang menjawab ‘tahu’,

terdapat 30 responden yang tidak secara eksistensialis mengetahui. Sehingga,

apabila kita kembalikan kepada pertanyaan No. 7 atau Diagram I, maka sebenarnya

jumlah responden yang ‘benar-benar’ mengetahui adalah hanya 59% atau setara 79

responden saja. Adapun diagramnya adalah sebagai berikut:

DIAGRAM II

pidana;

kinerja Hakim;

JAKSA AGUNG.
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Berdasarkan Diagram Il di atas, maka sebaran pengetahuan yang diperoleh
melalui Media Online, Media Televisi, dan Media Sosial (FB/Twitter/Instagram)
telah menciptakan posisi yang relatif berimbang antara yang mengetahui secara
eksistensialis dengan yang hanya sekedar ‘tahu’.

Kami mencoba untuk menelusuri lebih jauh terhadap jawaban-jawaban
tersebut, dengan mengajukan pertanyaan: “Apakah Anda atau pihak Keluarga Anda
pernah mengalami dan/atau menjalani perkara pidana di sidang Pengadilan?”1%
maka, terdapat 14,9% atau setara 20 orang yang menjawab “Y A”. Artinya, mereka
pernah mengalami dan/atau pihak keluarganya proses persidangan pidana.

Berdasarkan jawaban ‘YA’ tersebut, maka Kami mengajukan pertanyaan
“Adakah perilaku Jaksa yang melanggar hak-hak Anda?”, maka Kami
mengklasifikasikan jawaban yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1.  Waktu kejadian tersebut saya belum memahaminya apa yang seharusnya
menjadi hak keluarga saya;
2.  Kadang suka berlebihan;
3. Menakut-nakuti akan mengunakan pasal yang berat; dan
4. Menyudutkan dan mencecar Pelapor / Korban.
Apabila mencermati jawaban tersebut di atas, maka secara semiotika, dapat

ditarik suatu kesimpulan adalah fenomena kebahasaan tersebut berasal dari hasil

105 Kami perlu menjelaskan berkaitan dengan penggunaan frasa “.....Anda atau pihak Keluarga Anda....” dalam
pertanyaan tersebut. Oleh karena, analisis terhadap kuisioner ini menggunakan pendekatan semiotika dan
Analisis Wacana Kritis (AWK) maka objek kajiannya fenomena kebahasaan dan kompetensi komunikatif,
seiring dengan diakuinya kesaksian “de auditu” oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, pengalaman empirik, baik
yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi patut untuk dianalisis.
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interkasi secara partisipatif ataupun pengamatan yang langsung berada dalam
institusi Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, atau Rumah-Rumah Tahanan.
Sehingga, menjadi penting bagi Komisi Kejaksaan, sebagai organ negara penunjang
(auxiliary state organ), yang mewakili negara dalam memberikan pengayoman kepada
setiap warganegara, untuk hadir secara eksistensialis dalam setiap proses persidangan
perkara pidana, atau setidak-tidaknya, mengadakan kerjasama dengan setiap
Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah-Rumah Tahanan untuk
memasang pamflet atau banner dari Komisi Kejaksaan RI.

Mengacu kepada fenomena kebahasaan di atas, maka Kami melanjutkan
dengan pertanyaan: “Apabila terdapat perilaku Jaksa di atas, apakah Anda
bersedia melakukan pelaporan dan pengaduan ke Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia?”, maka terdapat jawaban yaitu sebesar 58,8% responden yang
menjawab “YA”, sebesar 17,5% responden yang menjawab “TIDAK”, dan sebesar
23,7% responden yang menjawab “RAGU-RAGU”.

Tentunya, menjadi lebih menarik untuk mencermati terhadap jawaban-
jawaban ‘TIDAK” dan “RAGU-RAGU”, maka Kami melanjutkan pertanyaan
untuk memberikan alasan-alasan mengapa menjawab ‘TIDAK” dan “RAGU-
RAGU”, yaitu sebagai berikut:

1.  Karena takut;
2. Mau lapor tapi takutnya dia yg lebih paham. Tapi sedangkan di pikiran kita

itu kurang srek. Jdi ragu ragu;
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10.

11.

12.

13.

Tidak mengetahui prosedur pelaporan, terlebih jika tidak ada perwakilan di
daerah, saya pikir lebih ribet lagi seandainya ada kekurangan berkas laporan;
Was-was nanti jika identitas pelapor diketahui, maka dibuat-buat masalah
hukum oleh terlapor, sementara saya tidak punya daya kuasa seperti Advokat
yang independen;

Makan waktu, terlebih jika masuk tahap pemeriksaan seandainya ada
pelaporan, sementara ada tugas juga yang harus dikerjakan di kantor;

Urusan panjang, belum tentu ada hasilnya;

Ingin mengadukan tetapi sulit karena takut identitas Kita tersebar atau diri
dalam keadaan terancam;

Karena saya masih kurang memahami mengenai sistem hukum di Indonesia,
yang saya pahami mengenai hukum di Indonesia itu tajam kebawah tumpul
keatas dan sulit untuk diubah;

Takut aja sama orang hukum;

Khawatir masalah semakin besar;

Karena belum mengetahui luas secara detail tentang KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIK Indonesia;

Karena saya fikir nantinya hanya akan tidak dihiraukan apalagi ketika yg
melaporkan hanya warga biasa;

Kita belum tahu apakah kita juga dilindungi oleh hukum ketika melakukan

pengadaan dan pelaporan tsb..tahu sendiri hukum di Indonesia Itu bisa
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dibeli..yg bersalah bebas dan yg ga bersalah malah dihukum..yg mau berbuat
baik malah jadi tersangka..RIP hukum Indonesia;

Khawatir akan menjadi berbalik ancaman tuntutan akibat tidak memahami
hukum;

Ngga tau prosesnya, takut memakan biaya dan waktu yang banyak;

Takut salah;

Ga percaya dgn hukum yg skrg, ribet terlibat proses birokrasi;

Tidak mengetahui tempat dan prosedur nya;

Ragu?2 apakah akan ada tindak lanjutnya;

Jaksa adalah ahli hukum, takut kalah debat;

Karena takut

Apabila kita hendak mengeneralisir dari keseluruhan tindak tuturan (speech

of act) di atas, maka dapat ditarik suatu garis benang merah yaitu rasa takut terhadap

Jaksa. Ketakutan terhadap Jaksa tersebut, tidaklah mungkin dikaji secara yuridis

normatif. Namun, apabila kita menggunakan analisis wacana (content analysis),

maka terdapat beberapa wacana yang berkembang melalui media, bahkan hingga

penelitian ilmiah. Permisalan yang tepat untuk mengillustrasikan fenomena ‘takut’

tersebut, sebagaimana direposn oleh Presiden Rl yang secara tegas meminta kepada

Jaksa agar tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk ‘menakut-
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nakuti’?®®—walaupun wacana tersebut berada dalam konteks yang berbeda.
Artinya, perilaku menakut-nakuti tersebut memang ada dan nyata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka, jika mengacu kepada ‘ketakutan’
dan ketiadaan cabang dari Komisi Kejaksaan RI di berbagai daerah, Komisi
Kejaksaan RI sebagai representasi negara yang memegang amanah Pasal 38 UU
No. 16/2004 memiliki kewajiban hukum untuk hadir dalam setiap proses peradilan
pidana, khususnya semenjak terbentuknya lembaga pra-penuntutan hingga akhir

dari proses persidangan pidana.

B. Pengetahuan Profesi Advokat Terhadap Eksistensi Komisi Kejaksaan
Republik Indonesia

Kluster kedua dari penelitian ini adalah Advokat, sebagaimana halnya pada

kluster pertama, kuisioner dilakukan sepanjang rentang waktu antara 9 April 2021

sampai dengan 30 Mei 2021. Fokus kuisioner terhadap Advokat—sebagai salah

satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah berkaitan dengan pengetahuan seorang

Advokat terhadap Komisi Kejaksaan RI dan persepsi dari titik berdiri internalnya

terhadap hak hukum atas kliennya untuk melakukan pelaporan dan pengaduan.

106

“Jokowi: Jaksa Jangan Bikin Takut Pengusaha”, Sumber:
https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/1t55b17eba82f6¢/jokowi--jaksa-jangan-bikin-takut-pengusaha
diakses 3 Juni 2021; Lihat: Sumber: https://www.kejati-gorontalo.go.id/berita/jaksa-agung-ri-memberikan-
pengarahan-dan-menyampaikan-7-tujuh-program-kerja-prioritas-kejaksaan-ri-tahun-2021-kepada-seluruh-
jajaran-kejaksaan-ri/, diakses 3 Juni 2021; Lihat: Sumber: https://setkab.go.id/hari-bhakti-adhivaksa-presiden-
jokowi-minta-jaksa-tidak-buat-takut-pejabat-dan-pengusaha diakses 3 Juni 2021; Lihat:
http://repository.untag-sby.ac.id/1700/2/Bab%?20I1.pdf, diakses 3 Juni 2021, hlm. 23.

91


https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt55b17eba82f6c/jokowi--jaksa-jangan-bikin-takut-pengusaha
https://www.kejati-gorontalo.go.id/berita/jaksa-agung-ri-memberikan-pengarahan-dan-menyampaikan-7-tujuh-program-kerja-prioritas-kejaksaan-ri-tahun-2021-kepada-seluruh-jajaran-kejaksaan-ri/
https://www.kejati-gorontalo.go.id/berita/jaksa-agung-ri-memberikan-pengarahan-dan-menyampaikan-7-tujuh-program-kerja-prioritas-kejaksaan-ri-tahun-2021-kepada-seluruh-jajaran-kejaksaan-ri/
https://www.kejati-gorontalo.go.id/berita/jaksa-agung-ri-memberikan-pengarahan-dan-menyampaikan-7-tujuh-program-kerja-prioritas-kejaksaan-ri-tahun-2021-kepada-seluruh-jajaran-kejaksaan-ri/
https://setkab.go.id/hari-bhakti-adhiyaksa-presiden-jokowi-minta-jaksa-tidak-buat-takut-pejabat-dan-pengusaha/
https://setkab.go.id/hari-bhakti-adhiyaksa-presiden-jokowi-minta-jaksa-tidak-buat-takut-pejabat-dan-pengusaha/
http://repository.untag-sby.ac.id/1700/2/Bab%20II.pdf

Adapun jumlah yang merespon dari kuisioner online melalui google form adalah
sebanyak 60 responden.

Berdasarkan keseluruhan responden, terdapat 93,3% (=setara 56 orang)
yang mengetahui adanya Komisi Kejaksaan RI, namun demikian, pengetahuan
Advokat sebagai Sarjana Hukum, justru yang menempati posisi pertama ketika
menjawab pertanyaan “Darimana sumber pengetahuan Anda?”—sebagaimana
halnya pada kluster pertama, sebanyak 41,1% yang menjawab dari Media Online
dan yang menempati posisi kedua yaitu sebanyak 35,7% terbagi menjadi dua
kelompok yaitu dari (a). perundang-undangan; dan (b). Pendidikan Khusus Profesi
Advokat (PKPA). Sedangkan, pada posisi ketiga adalah 19,6% yang mengetahui

dari media Televisi. Agar lebih jelas perhatikan diagram berikut:

Diagram 111
Sumber Pengetahuan Atas KKRI

TV

Radio
Majalah/Koran/Buku
Media Online 23 (41.1%)

Sosial Media (FB/Twitter/Instag...
Undang-Undang 20 (35.7%)

Buku Teks

Pendidikan Khusus Profesi Adv... 20 (35.7%)

25

Diagram tersebut di atas, menunjukkan hanya 35,7% pada kelompok (a)
yang mengetahui eksistensi Komisi Kejaksaan Rl yang berasal dari yang

seharusnya—sebagai seorang Sarjana Hukum, yaitu perundang-undangan. Artinya,
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hanya 20 orang dari 60 orang yang membaca amanah Pasal 38 UU No. 16/2004.
Sedangkan sisanya, jika dikembalikan kepada statusnya sebagai Sarjana Hukum,
justru tidak mempelajari dengan baik sistem hukum di Indonesia. Tentunya, hal ini
sangat memprihatinkan.

Yang menarik adalah, jika mengacu kepada angka 93,3% (=setara 56 orang)
yang mengetahui Komisi Kejaksaan RI, adalah pengetahuan yang eksistensialis.
Dimana, mereka mengetahui dengan pasti fungsi dan peranan Komisi Kejaksaan
RI, walaupun belum tentu membaca UU No. 16/2004 dan peraturan turunannya,
sebagaimana terdeskripsikan dari diagram di bawah ini:

Diagram IV
Fungsi dan Peran KKRI Versi Advokat

Komisi/Lembaga yang
melaksanakan fungsi Penuntut...

5 (8.3%)

Komisi/Lembaga yang
mengawasi kinerja Jaksa dan...

56 (93.3%)

Komisi/Lembaga yang

0,
mengawasi kinerja Hakim; 1(1.7%)

Komisi/Lembaga yang

0,
mengawasi JAKSA AGUNG: 4(6.7%)

Komisi/Lembaga yang

1(1.7%)
mengusulkan nama pencalona...

Rangkaian diagram tersebut di atas, jika dikaji secara semiotik, maka
pengetahuan ke-60 responden tersebut tidaklah merepresentasikan keilmuan dan
pengetahuannya terhadap sistem ketatanegaraan, dalam kaitannya dengan
pelembagaan fungsi check and balancing system dari Komisi Kejaksaan RI. Namun

demikian, terdapat beberapa Advokat yang memiliki irisan atau pernah melakukan
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pelaporan dan pengaduan kepada Komisi Kejaksaan RI, yaitu sebesar 23,3%
(=setara 14 orang) yang mengaku pernah melakukan pelaporan dan pengaduan,
sebagaimana tertuang dalam diagram berikut:

Diagram V
Pelaporan dan Pengaduan oleh Advokat

Ya 14 (23.3%)

Tidak 46 (76.7%)

Namun demikian, adalah hal menarik untuk ditelusuri alasan-alasan dari
Advokat yang tidak melakukan pelaporan dan pengaduan kepada KKRI. Adapun

alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. | Lembaga yg tdk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang.sedang
dihadapi klien

2. | Bila kita laporkan jaksa yang nakal, resiko tuntutan klien akan dituntut
tinggi

3 | Track record Komisi Kejaksaan yang tidak gigih melakukan terobosan

4 | Permasalahan dalam proses perkara pidana pada umumnya di sentra
kepolisian

5 | Tidak menemukan hal yang perlu dilaporkan.

6 | Selama menangani kasus pidana, tindakan jaksa masih dalam koridor tugas
pokok dan fungsinya.

7 | Blm pada tahap yg genting

8 | Karena selama mendampingi klien dalam perkara pidana JPU atau Jaksa
saya sebagai Advokat tidak pernah melihat JPU/Jaksa melakukan
pelanggaran dan atau menyimpang Terhadap Pelaksanaan Tugasnya
sebagai JPU/Jaksa

9 | Belum ada tindakan jaksa yg merugikan Kklien

10 Sebelumnya belum terpikir, ke depan mungkin akan kami gunakan.
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11 | Sejauh ini kinerja yang menangani perkara klien sy belum pernah
menyimpang dr SOP

12 | Tidak pernah

13 | Saya belum pernah melakukan pelaporan/pengaduan ke komisi kejaksaan
oleh karena selama ini saya dalam menangani klien yang perkarannya di
kejaksaan sampai di pengadilan masih sesuai norma hukum yang ada

14 | Belum ada perkara yg dilaporkan

15 | saya tidak tahu Komjak

16 | Karena sejauh ini tugas kejaksaan, khususnya di tempat saya berdomisili
sudah sangat bagus dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku di Indonesia.

17 | Karena belum mengetahui tupoksi dari Komjak

18 | Jaksa dalam perkara saja sangat lama melaksanakan tahap |1

19 | Belum ada kesempatan

20 | Karena blm ada perkara yg saya tangani di kejaksaan

21 | Tidak pernah bersentuhan dengan Kejaksaan Agung

22 | Belum perlu ada yang dilaporkan

23 | Blm mengalami kasus ttg Jaksa

24 | saya baru tahu ada KOMJAK

25 | Belum menemukan masalah

26 | Belum ada permasalahan mengenai kinerja jaksa dsb yang menyebabkan
saya mengajukan pengaduan kepada Komjak

27 | Belum perlu

28 | Belum menemukan permasalahan

29 | Belum ada permasalahan baik hukum maupun etika dari Jaksa/ASN
Kejaksaan yang berkaitan dengan klien saya yang harus dipermasalahkan.

30 | Belum pernah ada urusan yang fatal dengan kejaksaan

31 | belum pernah bertemu dg jaksa yg melakukan penyimpangan dim
profesinya

32 | Karena belum ada yang mengharuskan saya melapor.

33 | Belum ada masalah

34 | Tidak percaya dengan independensi dan keseriuasan KOMJAK dalam
menangani laporan/pengaduan berdasar pengalaman rekan sejawat lainnya
dan masyarakat, serta pemberitaan di berbagai media

35 | Pernah melaporkan jaksa bernama safrida putri bekas jaksa di labuhan deli

wilayah hukum kejaksaan kab.deliserdang,klien gk bersalah dan saksi
menjelaskan tentang tidak bersalahya,dimintak uang 450jt,eh malah lari
kekejaksana bandung bagian anak,akhirnya 3klien gk bersalah dipenjara
12tahun,bandar narkobanya,dimana klien saya ditangkap dirumah bandar
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dan ada polisi dirunahbitu dari poltabes,pildasu dan polsek medan timur
dipimpin kanit irwanta semiring santai dipoltabes bercengkrama sama
bandar

36 | Khawatir membuat laporan hya sekedar diterima dan ditampung tp tidak
ada lanjut, meskipun diterima dan ditindak lanjut seringkali rekomendasi
KomJak tdk pya taring cenderung diabaiken olh pihak teradu ( kejaksaan ).
Berkaca dri kasus jaksa Pinangki dan kebakaran gedung kejaksaan, alih™
membongkar jaksa™ mafia malah seolah-olah melindungi oknum dan
institusinya.

37 | Wewenangnya tidak kuat

38 | Karena selama ini jaksa yang/jpu yang menangani perkara klien saya masih
dalam koridor hukum yg benar

Beranjak dari jawaban-jawaban untuk tidak melaporkan dan mengadukan
kepada Komisi Kejaksaan RI, terdapat 5 (lima) jawaban yang memiliki stand point
berbais kepada konsep Sejarah Pengaruh (wirkungsgeschichte), sehingga
memunculkan suatu kesadaran dalam dirinya untuk tidak melakukan pelaporan dan
pengaduan. Sejarah Pengaruh (wirkungsgeschichte) tersebut telah menjadi
pengetahuan latar-belakang (hinder wissenschaften) yang dioperasikan sebagai
asumsi dalam membuat keputusan tersebut.

Hal tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai suatu referensi bagi Komisi
Kejaksaan RI untuk mengambil langkah-langkah yang progresif, dalam kaitannya
dengan mencegah ketersebaran asumsi tersebut dalam kalangan Advokat.

Hal yang menarik pula ketika Peneliti kembali melacak jawaban-jawaban
terhadap Advokat yang menjawab ‘YA’ melakukan pelaporan dan pengaduan
kepada Komisi Kejaksaan. Ketika Peneliti tanyakan “Bagaimana respon Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Laporan dan Pengaduan Anda?” Hasil

yang diperoleh sebanyak 23 reponden yang menjawab sebagai berikut:
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Diagram VI
Respon Komisi Kejaksaan Versi Advokat

Sangat Berguna 22 (36.7%)
Berguna 27 (45%)

Kurang Berguna

Tidak Berguna

30

Diagram tersebut menunjukan adanya pandangan positif terhadap kinerja
Komisi Kejaksaan Rl dalam merespon Laporan dan Pengaduan dari Advokat.
Namun demikian, tentunya menjadi menarik jika telaah diarahkan kepada kedua
kelompok yang bereaksi negatif terhadap Komisi Kejaksaan, sebagai basis untuk
meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dari Komisi Kejaksaan RI itu sendiri.

Adapun respon tersebut adalah sebagai berikut:

Tidak ada perbaikan signifikan lembaga kejaksaan dalam penegakan hukum.
Citra kejaksaan masih sangat negatif di mata masyarakat.

Komisi Kejaksaan tidak tampil sebagai Komisi yang melakukan
perubahan/transformasi bagi institusi kejaksaan.

3. | Kurang transparan

Karena walaupun sudah ada lembaga komisi kejaksaan pasca reformasi,
masih banyak oknum-oknum jaksa yang masih nakal

5. | Karena saya belum mengetahui Tupoksi Komisi Kejaksaan RI

6. | Kewenangannya apa?

7. | Kurang adanya transparansi

Kurang bergigi dalam pengawasan kinerja kejaksaan agung terutama apabila
ada jaksa yg abuse of power
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9. | Tidak memberikan perlindungan

Karena pada saat saya pernah membuat surat laporan tidak ada tanggapan,

10. atau respon balik

Karena sifatnya pasif atau menunggu pelaporan yang merupakan ciri klasik
11. | dari Komisi seperti itu. Harusnya ada terobosan dimana komisi menjadi aktif
untuk beberapa kasus yang menciptakan perhatian publik.

12. | Hanya formalitas saja

13. | Kurang power

Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka jumlah atau kuantitas
bukanlah merupakan fokus utama. Oleh karena, model pendekatan kualitatif lebih
bertitik tumpu kepada perolehan pemaknaan yang mendalam dari hasil pembacaan
dalam diri peneliti. Sehingga, melalui pendekatan semiotik dan sosiologi kritis,
suatu fenomena kebahasaan ‘mungkin’ saja muncul sebagai akibat adanya interaksi
antara das sollen dengan tindak tuturan (ujaran) normatif yang membentuk menjadi
grand narrative (makna tunggal) dan berfungsi sebagai dominasi simbolik.
Sehingga, terbentuk asumsi-asumsi dalam pola penalaran hukum yang
mengakibatkan kegagalan kompetensi komunikatif dari para Advokat tersebut.
Oleh karena itu, menjadi penting bagi Komisi Kejaksaan RI untuk mendobrak mitos
dari grand narrative tersebut melalui perdebatan konseptual, guna memberikan
keyakinan kepada kalangan Advokat mengenai peran penting dari Komisi

Kejaksaan RI sebagai lembaga pengawas.
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C.

Pengetahuan Profesi Dosen Fakultas Hukum Terhadap Komisi Kejaksaan
Republik Indonesia

Pada kluster ketiga ini, penyebaran kuisioner terhadap Kkluster Dosen
Fakultas Hukum diisi oleh sebanyak 60 responden semenjak 9 April 2021 hingga
31 Mei 2021. Adapun variasi responden berbasis kepada usia terdiri dari tiga
klasifikasi, sebagaimana terlihat dalam diagram berikut di bawah ini:

Diagram V11
Usia Dosen Fakultas Hukum

@ 25 tahun - 40 tahun
@ 41 tahun - 60 tahun
61 tahun ke atas

Sedangkan, melalui basis pendidikan yang Kami bedakan menjadi dua
kelompok yaitu Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3), terlihat dalam diagram di bawah ini

sebagai berikut:

® s2
®s3
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Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenjang usia tersebut di atas, sebanyak
95% menjawab mengetahui adanya lembaga negara Komisi Kejaksaan Rl. Namun
demikian, pengetahuan tersebut berasal dari berbagai sumber, sehingga tidak
seragam. Kluster terbesar adalah sebanyak 36,2% justru mengaku mengetahui
Komisi Kejaksaan RI berasal dari Media Online. Sedangkan, kluster kedua yaitu
sebesar 27,6% pengetahuannya berasal dari membaca perundang-undangan.
Adapun kluster ketiga yaitu sebesar 15,5%, mengetahui Komisi Kejaksaan RI
berasal dari Televisi.

Walaupun, sumber dari pengetahuan tersebut beragam dan kurang
representatif, mengingat responden sebagai Dosen Fakultas Hukum, namun
pengetahuan yang dimilikinya bersifat eksistensialis. Artinya, para Dosen tersebut
mampu memahami dan mengetahui fungsi dan ruang lingkup dari Komisi
Kejaksaan RI, yaitu sebesar 96,6%, sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah
ini:

Diagram V11
Fungsi dan Peranan Komisi Kejaksaan RI

@ Komisi/Lembaga yang melaksanakan
fungsi Penuntutan dalam perkara pida...

@ Komisi/Lembaga yang mengawasi
kinerja Jaksa dan ASN/PNS Kejaksaan;
Komisi/Lembaga yang mengawasi
kinerja Hakim;

@ Komisi/Lembaga yang mengawasi
JAKSA AGUNG;

@ Komisi/Lembaga yang mengusulkan
nama pencalonan Jaksa Agung.

Diagram di atas mengandung makna bahwa sebagai Dosen Fakultas

Hukum, tidak berhenti hanya kepada titik ‘tahu’, namun hingga sampai kepada titik
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pemahaman terhadap fungsi dan ruang lingkup. Namun demikian, pengetahuan
tersebut tidak selalu linier dengan kewajibannya berdasarkan Tridharma Perguruan
Tinggi. Oleh karena, kewajiban menyampaikan pengetahuan tersebut kepada anak
didik (mahasiswa Fakultas Hukum) ternyata hanya 65% yang melakukan,

sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini:

Diagram V111
Kewajiban Transfer Pengetahuan

Ya 39 (65%)

21 (35%)

Tidak

Walaupun tidak berjalannya mekanisme transfer-knowledge dalam Fakultas
Hukum dari masing-masing responden tersebut, karena hanya 36% yang
menyebarluaskan melalui mekanisme belajar mengajar, namun demikian, respon
positif terhadap fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan
cukup baik dalam pandangan para Dosen Fakultas Hukum tersebut. Sebagaimana

terlihat dalam diagram di bawah ini:

Diagram IX
Respon Positif Dosen Fakultas Hukum

Sangat Berguna
30 (50%)

Berguna

Kurang Berguna

Tidak Berguna 0 (0%)



Berdasarkan diagram di atas, respon positif tersebut tentunya cukup
menggembirakan. Namun demikian, dalam kaitannya dengan proses peningkatan
kualitas, sisi-sisi kritik menjadi penting untuk dicermati. Dalam pendekatan
kualitatif, jumlah 8,3% justru memiliki makna yang mendalam bagi perbaikan
internal. Sehinga, perlulah dikemukakan alasan-alasan menjelaskan kritik tersebut,

yaitu sebagai berikut:

belum ada info ttg peningkatan kinerja jaksa semenjak ada komisi
kejaksaan

2. Mohon penjelasan tupoksinya

3. Tidak efektif

Meski memiliki kewenangan besar dalam mengawasi prilaku pegawai
Kejaksaan, namun fungsi Komjak hanya sebatas sebagai kotak pos.

4 Meneruskan aduan ke JAMWAS tanpa ada kewenangan
mengeksekusi hasil temuan pelanggaran kejaksaan
5. Lebih hanya sebagai pelengkap kelembagaan kejaksaan.

Ungkapan-ungkapan di atas, sebagai suatu bentuk kritik, apabila dikaitkan
dengan pemaknaan secara semiotik, maka sebenarnya masih mengandung makna
konotatif yang positif. Hal tersebut dibuktikan, pertama, dengan tidak ada satupun
dari Dosen Fakultas Hukum yang menjawab kuisioner ini yang mengatakan Komisi
Kejaksaan RI dengan jawaban ‘TIDAK BERGUNA’, dan kedua, kluster ini secara
mayoritas belum memandang adanya dominasi simbolik yang bersifat grand
narrative (makna tunggal). Bahkan, pada kelompok kritikus, secara kompetensi
komunikatif, sangat memahami adanya potensi pada Komisi Kejaksaan Rl yang

memiliki kewenangan dan wewenang yang cukup besar untuk dipergunakan.
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Namun demikian, mengacu kepada respon terhadap kewajiban melakukan
Tridharma Perguruan Tinggi, nampaknya terjadi Dominasi Simbolik yang berasal
dari suatu doxa bahwa permasalahan Komisi Kejaksaan RI hanya diajarkan dan
disebarluaskan oleh Dosen-Dosen dalam bidang Hukum Pidana saja. Padahal,
Kejaksaan pula memiliki jabatan fungsional yang disebut sebagai Jaksa Pengacara

Negara, dalam ruang lingkup Hukum Keperdataan dan Tata Usaha Negara.

Pengetahuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia

Pada Kluster keempat ini, penyebaran kuisioner dilaksanakan secara daring
(online) melalui google form terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang
memiliki ruang lingkup advokasi terhadap masyarakat. Kuisioner tersebut diisi oleh
7 (tujuh) LSM mulai dari tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01
September 2021.

Secara umum, pencapaian pengetahuan dari LSM yang mengisi kuisioner
tersebut sampai kepada jumlah 100%, namun demikian, sumber atas pengetahuan
tersebut rupanya sangat beragam, dimana sumber terbanyak berasal dari Media
Massa (Online/Cetak) yaitu sebanyak 57,1%. Berikut diagram sumber pengetahun

tersebut:
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DIAGRAM X
SUMBER PENGETAHUAN

@ Media Sosial (FB/IG/Twitter/WA)

@ Media Massa (Online/Cetak)
Televisi dan Radio

@ Buku Hukum

@ Dosen

@ Senior Anda di institusi

@ Seminar/Konferensi

Namun demikian, walaupun adanya ketidakseragaman sumber pengetahuan

tersebut, ternyata level dari pengetahuan eksistensialis yang dimiliki adalah sebesar
100%. Sayangnya, dari keseluruhan LSM yang mengisi kuisioner ini, pun mencapai
100% yang tidak pernah melakukan pelaporan dan pengaduan melalui Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia. Dan hanya 28,6% yang pernah melakukan
penelitian dengan objek Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LSM tersebut, muncul data
yang menarik untuk dikaji, dimana sebanyak 28,6% ketika menjawab pertanyaan
“Apakah masyarakat mengetahui dan paham terhadap fungsi Komisi Kejaksaan
Republik Indonesia (KKRI)?” adalah “YA, MENGETAHUI NAMUN TIDAK
MEMAHAMI FUNGSI KKRI”?, dan sebanyak 71,4% menjawab “TIDAK
MENGETAHUI DAN MEMAHAMI FUNGSI KKRI”. Berikut adalah

diagramnya:
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DIAGRAM XI
PENGETAHUAN MASYARAKAT

@ Ya, mengetahui namun tidak memahami
fungsi KKRI

@ Ya, mengetahui dan memahami fungsi
KKRI

Tidak mengetahui dan memahami fungsi
KKRI

Hal yang menarik adalah ketika LSM menjawab pertanyaan “Menurut
Anda, apakah fungsi laporan dan pengaduan melalui Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia berlangsung secara efektif?”” Ternyata terdapat 85,7% yang menjawab
“TIDAK”, maka menjadi menarik untuk dicermati jawaban-jawaban dari LSM

yang menjawab tersebut, yaitu sebagai berikut:

KOMISI KEJAKSAAN MESKIPUN MEMPUNYAI KEWENANGAN
MENGAWASI KINERJA KEJAKSAAN DAN ASN DI LINGKUNGAN
1. | KEJAKSAAN, TAPI EKSISTENSINYA SAMPAI SAAT INI JALAN DI
TEMPAT (VAKUM). KOMISI KEJAKSAAN INI RELATIF AGAK
LAMA DIBENTUK, TAPI BELUM MENUNJUKKAN PRESTASINYA.

2. | informasi tersebut tidak sampai ke daerah

Masih kurang sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai peran
pengawas kejaksaan

Karena kegiatan dari yayasan kami terbilang baru dan belum ada
4. | kesempatan membahas KKRI dan baru membahas hal-hal yang dijumpai
di masyarakat

Akhir akhir ini gt menyaksikan banyaknya aparat penegak hukum yg
melaksanakan penegakan hukum tidak sesuai dg aturan. Komisi ini
sebenarnya tidak perlu apabila aparatnya bersih dan melakukan penegakan
hukum tanpa pandang bulu.

Belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan
hukum yang secara profesional dapat menjalankan tugasnya dengan penuh
integritas.

Serta adanya sikap apatis terhadap segala praktek penegakan hukum yang
dijalankan oleh penegak hukum yang bernuansa politik dan kekuasaan.
NEGARA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM TIDAK
MENJALANKAN POLITIK NEGARA, NAMUN CENDERUNG PADA
POLITIK KEKUASAN

7. | Kita masih tidak tahu sejauhmana tindaklanjutnya
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BAB V

SIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah ditarik beberapa
kesimpulan yang konstruktif, yaitu sebagai berikut:
1.  Berdasarkan analisis Semiotika:
a.  Terhadap Pengetahuan Masyarakat
Pada dasarnya, masih terlihat pemaknaan yang positif terhadap Komisi
Kejaksaan RI berkaitan dengan muncul keinginan-keinginan untuk
melakukan pelaporan dan pengaduan. Pemaknaan terhadap harapan-
harapan tersebut, secara implisit, bersembunyi dibalik rasa ketakutan
dan ketidaktahuan dari masyarakat. Pemaknaan tersebut, pun ada yang
terlihat jelas dengan munculnya keinginan dari tindak tuturan
masyarakat agar Komisi Kejaksaan melakukan sosialisasi dan
pembukaan cabang di berbagai daerah. Oleh karena itu, Peneliti
berkesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap fungsi
pengawasan dari KKRI akan meningkat ketika KKR menjalankan
sosialisasi secara masif dan sistematis.
b.  Terhadap Profesi Advokat
Pada kluster Advokat sebagai profesi hukum, terdapat pengetahuan

yang eksistensialis terhadap fungsi dan peran KKRI. Walaupun,
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pengetahuan tersebut tidak diperoleh sebagaimana mestinya sebagai
Sarjana Hukum yaitu melalui Media Online yang menempati posisi
terbanyak, dibandingkan melalui buku ajar/teks ataupun melalui
perundang-undangan. Respon negatif yang terbangun, pada umumnya,
dikonstruksikan  berdasarkan ‘ketidaktahuan’ semata. Namun
demikian, dalam respon negatif tersebut terdapat pula konstruksi
pengetahuan yang didasarkan kepada pemaknaan secara strukturalis
atau pengalaman empirik. Sehingga, hal ini perlu mendapat perhatian
khusus dari KKRI, walaupun jumlahnya sedikit.

Terhadap Dosen Fakultas Hukum

Apabila dibandingkan dengan dua kluster sebelumnya, kluster Dosen
Fakultas Hukum memiliki struktur pengetahuan yang merata.
Walaupun, sumber pengetahuannya tidak jauh berbeda dengan kluster
Advokat yaitu berasal dari sumber sekunder dan bukan dari sumber
primer. Hal tersebut merupakan keprihatinan terhadap minat baca dari
para dosen itu sendiri. Oleh karena itu, KKRI perlu melakukan
publikasi berupa buku-buku ajar yang diarahkan kepada dunia
pendidikan tinggi.

Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Apabila dicermati jawaban-jawaban dari LSM sebagai responden
dalam kuisioner online tersebut di atas, maka setidaknya terdapat dua

jawaban yang dapat didiskualifikasi yaitu jawaban No. 2 dan No. 7. Hal
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tersebut disebabkan karena dua hal, (1) inkonsistensi antara jawaban
dengan pertanyaan, dan (2) LSM yang melakukan kegiatan penelitian
dengan objek kajiannya adalah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
(KKRI) ternyata hanya 5 (lima) LSM.
Namun demikian, secara semiotika, kedua jawaban tersebut menarik
untuk dicermati yaitu (1) informasi tersebut tidak sampai ke daerah, dan
(2) Kita masih tidak tahu sejauhmana tindaklanjutnya. Oleh karena,
walaupun kedua LSM tersebut tidak melakukan penelitian dengan
objek Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) namun memiliki
pengetahuan secara eksistensialis. Sehingga, dibalik jawaban tersebut
menunjukkan adanya makna konotatif yaitu adanya keinginan agar
KKRI memiliki model komunikasi yang responsif.
Namun apabila, dicermati keseluruhan jawaban atas pertanyaan
mengenai efektivitas dari KKRI, maka terdapat benang merah di antara
jawaban-jawaban tersebut yaitu keterbukaan informasi.
Berdasarkan pemaknaan secara semiotika, pengetahuan ketiga Kluster
tersebut terhadap KKRI, lebih mendahulukan bentuk sosialisasi berupa
parole. Padahal, menurut Roland Barthes, suatu pemaknaan dapat muncul
sebagai akibat dari dialektika antara langue—yang terdapat dalam sumber
primer, dengan parole—yang terdapat dalam sumber sekunder dalam bentuk
ujaran dan komunikasi lisan. Pengetahuan yang didasarkan kepada parole

dikuatirkan akan mereduksi makna denotatif dari fungsi dan peran KKRI.
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Berdasarkan Analisis Wacana Kritis

Oleh karena, Analisis Wacana Kritis difungsikan untuk mendeteksi adanya

kepentingan yang tersembunyi dari pihak yang memegang kekuasaan

(otoritas) melalui berbagai model komunikasi yang dapat dilacak dari

berbagai instrumen media dan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

a.

Terhadap Masyarakat Umum

Adanya model komunikasi instrumental yang mendominasi agar
masyarakat tidak melakukan pelaporan dan pengaduan. Model
komunikasi kekuasaan yang instrumentalis tersebut telah menjadi mitos
(myth), akan menghegemoni dan mendominasi pemaknaan yang
ditangkap secara ‘lugu’ oleh masyarakat. Sehingga, perilaku-perilaku
menyimpang dari ASN Kejaksaan dan Penuntut Umum akan tereduksi
sebagai sesuatu hal yang umum diterima oleh Masyarakat tanpa
melakukan upaya hukum.

Rasa takut terhadap Jaksa sebagai Penuntut Umum, tidak hanya
disandarkan kepada pengalaman empirik semata. Namun, bila dikaji
secara strukturalis dari jejaring makna dalam berbagai komunikasi yang
beredar, penggunaan otoritas (kekuasaan) sebagai suatu diskursus
(wacana) adalah nyata. Oleh karena, dalam Analisis Wacana Kritis,
model-model komunikasi yang dibalut dengan kekuasaan dan

kewenangan tidak akan terlacak secara yuridis normatif.
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Sehingga, pengetahuan masyarakat terhadap KKRI tidak dapat berhenti
hanya sampai kepada pengetahuan eksistensialis semata, namun KKRI
harus mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk dapat
menggeser paradigma komunikasi instrumentalis tersebut, sehingga
muncul keberanian untuk melakukan pelaporan dan pengaduan kepada
KKRI.

Terhadap Profesi Advokat

Model komunikasi kekuasaan yang instrumentalis tersebut telah
menjadi mitos (myth), oleh karena, bukan hanya dirasakan oleh
masyarakat umum namun juga oleh profesi advokat. Pengetahuan
secara eksistensialis yang dimiliki oleh Advokat, mengalami reduksi
berbasis kepada pembacaan terhadap berbagai tanda (sign) yang
beredar, baik melalui media online, media sosial, maupun informasi
yang beredar pada komunitas Advokat. Sehingga, mitos tersebut
berubah menjadi makna tunggal (grand narrative) dalam proses
pemahaman terhadap KKRI yang memunculkan reaksi negatif. Oleh
karena itu, Peneliti berkesimpulan, KKRI hendaknya melakukan
sosialisasi tidak lagi secara konvensional melalui media-media
online—karena sudah terbukti cukup masif dan berdampak positif,
namun hendaknya membangun kerjasama dengan berbagai institusi

penegakan hukum untuk memberikan warna bahwa KKRI sebagai
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organ negara penunjang (auxilary state organ) hadir dalam ranah praxis
hukum pidana.

Terhadap Dosen Fakultas Hukum

Mengacu kepada pendekatan Semiotika di atas, pengetahuan
eksistensialis dari kelompok Dosen Fakultas Hukum, masih menjadi
arus utama dalam komunikasi antara Dosen Fakultas Hukum dalam
bidang Hukum Pidana kepada mahasiswa. Namun, tidaklah demikian
bagi Dosen Fakultas Hukum yang tidak mengajarkan Hukum Pidana.
Padahal, taraf pengetahuannya terhadap KKRI sampai kepada taraf
eksistensialis. Namun, pemahamannya berhenti hanya kepada fungsi
KKRI terhadap Jaksa yang memiliki jabatan sebagai Penuntut Umum.
Berdasarkan hal tersebut, dalam kajian Analisis Wacana Kritis, terjadi
suatu pemenggalan informasi antara Dosen Fakultas Hukum dengan
para mahasiswanya. Hal tersebut akan berdampak kepada pengetahuan
yang minimalis dalam diri mahasiswa, bahwa ketika berbicara
mengenai KKRI, maka akan dikaitkan dengan Jaksa Penuntut Umum
semata. Oleh karena, fungsi dan peran KKRI terhadap ASN di
lingkungan Kejaksaan tidak menjadi wacana dalam komunikasi
perkuliahan. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Jaksa
dapat bertindak sebagai Pengacara Negara dalam konteks hukum

keperdataan maupun Tata Usaha Negara.
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Berdasarkan hal tersebut, maka KKRI perlu membangun suatu wacana
(diskursus) yang intensif dengan setiap perguruan tinggi untuk
mengatasi reduksionis terhadap peran dan fungs KKRI.
Dalam konteks AWK, guna membongkar hegemoni dan dominasi
pandangan tersebut di atas, maka KKRI perlu untuk menerbitkan buku-
buku referensi/monograf mengenai kekuasaan dan kewenangan dari
KKRI yang pula memberikan informasi mengenai fungsi Jaksa selain
sebagai Penuntut Umum.

d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Mengacu kepada jawaban-jawaban dari LSM tersebut, pada dasarnya,
secara implisit terdapat makna yang diinginkan dari LSM kepada
peningkatan kinerja KKRI agar lebih bersuara, sehingga terdengar oleh
publik akan fungsi pengawasan tersebut. Oleh karena, terungkapnya
fungsi pengawasan KKRI dalam masyarakat akan membawa dampak
kepada keterbukaan informasi publik yang mendorong keaktifan
masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pengaduan melalui KKRI.
Walaupun, terdapat adanya kritik terhadap KKRI—dalam jawaban
LSM tersebut, namun kritik tersebut justru memunculkan harapan
dalam latar belakang pengetahuan (hindergrundswissenschaften) atas
pengetahuannya mengenai KKRI tersebut.

Berdasarkan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK), bahwa KKRI yang

masuk sebagai pihak ketiga dalam perdebatan konseptual pada setiap wacana
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(diskursus) yang berkembang guna memberikan keseimbangan informasi
kepada ketiga Kluster tersebut.

Hegemoni dan dominasi Kejaksaan terhadap masyarakat yang telah memiliki
status ‘tersangka’ ataupun ‘terdakwa’ menunjukan adanya superioritas
institusi dari Kejaksaan itu sendiri. Bahkan, Bapak Presiden Ir. Joko Widodo
secara spesifiki menegaskan agar Jaksa jangan melakukan kegiatan yang
menakut-nakuti. Perilaku menakut-nakuti tersebut dapat bertumbuh dan
berkembang, oleh karena adanya kesadaran diri akan ketidak-efektifitasan
pengawasan terhadap dirinya. Maka dari itu, Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia sebagai organ penunjang negara (auxilary state organ) perlu
mensejajarkan posisi secara institusional dengan Kejaksaan itu sendiri.
Sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kesejajaran
institusional terhadap institusi penegak hukum lainnya. Sehingga, Pasal 38
UU No. 16/2004 perlulah kiranya dikeluarkan dari sangkarnya yaitu UU No.
16/2004 dengan gagasan kemandirian dan independensi institusi melalui
perundang-undangan yang berbeda.

Berdasarkan Pendekatan Sosiologi Kritis:

Pendekatan Sosiologi Kritis dipergunakan untuk melacak suatu komunikasi
atau informasi telah berwujud menjadi dominasi simbolik yaitu sebagai
berikut:

a.  Terhadap Masyarakat:
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Adanya upaya mengubah mitos-mitos yang ada menjadi suatu grand
narrative yang mendominasi sebahagian masyarakat untuk tidak
melakukan sesuatu terhadap hal yang menimpanya. Mitos tersebut
membentuk suatu narasi tunggal sebagai dominasi simbolik yang
diyakini adanya kekuatan dan kekuasaan lain yang membatasi ruang
gerak Komisi Kejaksaan RI.

Perasaan takut dan kekhawatiran ketika berususan dengan Kejaksaan
yang muncul bukan hadir karena ‘ketidaktahuan’, namun hadir karena
adanya suatu habitus dari Kejaksaan yang memiliki kekuasaan dan
kewenangan—hal ini pun muncul karena pembacaan secara semiotik
strukturalis, dan penerapannya. Oleh karena, habitus Kejaksaan yang
dipahami sebagai nilai-nilai yang diserap oleh pihak eksternal telah
menjadi doxa bagi mereka, berkaitan dengan adanya pemahaman
perbedaan modal status sosial (capital). Sehingga, terjadi distansiasi
dan distingsi antara Jaksa (pemegang kekuasaan dan kewenangan)
dengan masyarakat. Hal tersebut pula dinyatakan oleh Presiden RI, agar
Jaksa jangan menakut-nakuti.

Oleh karena itu, pemahaman semiotik terhadap parole yang diucapkan
oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum, dirasakan oleh Masyarakat sebagai
suatu oposisi biner yang superior (the central). Sehingga, model parole
(ujaran/tindak tuturan) yang diucapkan oleh Jaksa Penuntut Umum—

secara normatif tidak akan terlacak, merupakan suatu bentuk dominasi
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(kekerasan) simbolik kepada masyarakat untuk berupaya dan berjuang
mencari keadilan.

Terhadap Profesi Advokat

Pada kajian Sosiologi Kritis, suatu habitus ternyata bersifat transopable
(berpindah/berubah) ketika beririsan dengan modal (capital) yang
berbeda namun memiliki arena (field) yang sama. Artinya, komunikasi
antara Jaksa dengan Advokat dapat terjalin dengan baik dan dapat pula
terjalin suatu model komunikasi instrumentalis yang mendominasi dan
menghegemoni profesi Advokat.

Praktek-praktek yang muncul dalam ranah praxis hukum pidana telah
menjadi doxa, baik yang diperolehnya melalui pengalaman empirik
maupun yang diperolehnya secara auditu. Doxa-doxa tersebut, beredar
melalui model komunikasi yang disebarluaskan melalui berbagai
instrumen (sarana), yang mempengaruhi pola berpikir Advokat
terhadap adanya hegemoni melalui citra-bunyi (penanda) dan konsep
(petanda) secara arbirer. Sehingga, muncul suatu pemahaman ketika
KKRI sebagai suatu tanda (sign)—yang pula terdiri dari penanda dan
petanda, merupakan oposisi biner yang termarginalkan bila
disandingkan dengan Kejaksaan sebagai tanda (sign).

Terhadap Dosen Fakultas Hukum

Dominasi (kekerasan) Simbolik terhadap KKRI pun terlihat dari respon

kluster Dosen Fakultas Hukum. Dimana, sebagai suatu pengetahuan
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eksistensialis, ternyata tidak menjadikan pengetahuan tersebut sebagai
suatu pemahaman atas pentingnya fungsi dan peran KKRI melalui
metode transfer-knowledge kepada mahasiswanya.
Hal tersebut beranjak dari suatu doxa bahwa KKRI sebagai suatu tanda
(sign) merupakan objek pengajaran dalam Hukum Pidana semata. Oleh
karena itu, KKRI perlu masuk ke dalam standar kurikulum Fakultas
Hukum untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang seimbang
terhadap fungsi dan peran KKRI tidak hanya kepada Jaksa sebagai
Penuntut Umum dalam ranah pidana saja. Namun, jauh lebih luas
daripada itu, yaitu termasuk kepada ASN Kejaksaan dan Jaksa
Pengacara Negara.

d.  Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengacu kepada adanya ketersumbatan informasi dari pusat ke daerah,
menjadi salah satu penyebab ketidaktahuan secara eksistensialis
masyarakat terhadap KKRI. Minimnya informasi tersebut, menjadikan
adanya pandangan terhadap efektifitas dari pelaporan dan pengaduan.
Sehingga, KKRI perlu menegaskan dirinya sebagai suatu lembaga
pengawasan yang memiliki jangkauan dan ruang lingkup yang luas
secara nasional.

Berdasarkan pendekatan Sosiologis Kritis tersebut di atas, maka secara

kualitatif, Komisi Kejaksaan RI sebagai organ penunjang negara (auxilary

state organ) perlu hadir—sebagai tanda (sign), bahwa negara hadir dalam
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menyeimbangkan informasi terhadap fungsi dan peran KKRI tidak hanya
dalam ranah praxis hukum pidana, namun pula hadir dalam tataran akademis
ilmiah.

Guna mereduksi hegemoni dan dominasi kekuasaan dan kewenangan dari
para penegak hukum, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip AWK, maka
KKRI perlu mengadakan kerjasama dengan institusi-institusi untuk
menempatkan berbagai tanda (sign) dalam bentuk flyer, banner, atau
selebaran dan spanduk baik yang diletakkan di Pengadilan Negeri, Rumah
Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sehingga, secara
langsung, akan memunculkan informasi yang dapat diserap dan dipahami

oleh setiap individu yang bersinggungan dengan proses peradilan pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu Kami sampaikan beberapa saran,

sebagai berikut:

1.

Komisi Kejaksaan RI sebagai organ negara penunjang (auxiliary state organ),
mengacu kepada Konsep Negara Hukum Kesejahteraan, perlu mengadakan
kerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya, khususnya Pengadilan
Negeri, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun kerjasama
tersebut berkaitan dengan pemasangan banner atau flyer atau pamflet atau
spanduk yang memunculkan informasi bahwa KKRI hadir untuk memberikan

informasi mengenai eksistensi KKRI sehingga dapat merupakan peluang
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peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat yang merasa dihegemoni dan
didominasi oleh Penuntut Umum;

Komisi Kejaksaan RI sebagai organ negara penunjang (auxiliary state organ),
perlu menggandeng setiap organisasi Advokat dan Perguruan Tinggi untuk
memberikan pemahaman mengenai fungsi dan peranan Komisi Kejaksaan RI,
baik melalui mekanisme Hibah Penelitian maupun melalui reformulasi
kurikulum dan publikasi buku-buku teks;

Bahwa mengacu kepada beberapa hasil kuisioner yang secara deskriptif
mengenai efektifitas laporan dan pengaduan, serta mengenai eksistensi KKRI
secara utuh dihadapan masyarakat, maka Komisi Kejaksaan RI sebagai organ
negara penunjang (auxiliary state organ), perlu mendorong pengaturan
kelembagaan melalui perundang-undangan tersendiri, tidak lagi mengacu kepada
UU No. 16/2004 sebagaimana halnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Hal tersebut bertujuan agar memunculkan kembali tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap KKRI dalam melakukan pengaduan dan pelaporan;
Komisi Kejaksaan RI hendaknya menerapkan sistem pelaporan berbasis

konsep Whistleblower, agar Pelapor merasa terlindungi.
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